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MOTTO 
 
 
               
“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam. (Q.S al-Anbiyaa: 107) “ 
 
 
 
 ِدِسَافَمْلا ُءْرَد ِِحلاَصَْملا ِبْلَج َٰىلَع ٌم ََّدقُم 
 
“Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih maslahat” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
 ix 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
( ِـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
Contoh: 
 x 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أdaftar Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 xi 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
 xii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
 xiii 
 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang 
ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau 
kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لوسرلاإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl 
2 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 نيقزارلاريخوهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
2 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
 
 
 
 
 
 
  
 xiv 
 
KATA PENGATAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT  yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP HUKUM PENGGUNAAN 
VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM 
INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI (ANALISIS FATWA MUI 
NOMOR 33 TAHUN 2018)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi 
Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas 
Syari’ah IAIN Surakarta. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus 
hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :  
1. Bapak Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. M. Usman S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(Mu’amalah) dan Selaku dosen pembimbing Akademik. 
4. Bapak H. Andi Mardian, Lc, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama 
menyelesaikan skripsi. 
5. Bapak Dr.Muh.Nashiruddin M.A. M.Ag., selaku Dosen Wali Studi yang selalu 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat kepada 
penulis. 
6. Ibu dan Bapak Penguji dalam skripsi ini, yang telah memberikan kritis dan saran 
sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik dari sebelumnya. 
 xv 
 
7. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan 
bekal ilmu yang bermanfaat. 
8. Ibu dan Bapakku serta Kakakku, terimakasih atas do’a cinta dan pengorbanan 
yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah 
berjasa dan membantu dalam penulisan skripsi ini. 
 
Kepada semuanya penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah 
diberikan, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan berkah dan rahmat Nya bagi kita semua serta semoga Allah SWT 
memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin ya Rabbalalamin. 
 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.  
 
       Surakarta, 27 Juni 2019 
         
        
Novi Dwi Kristanti 
       NIM. 15.21.11.91 
  
 xvi 
 
ABSTRAK 
 
NOVI DWI KRISTANTI, NIM:15.21.11.191 “TINJAUAN MASLAHAH 
TERHADAP HUKUM PENGGUNAAN VAKISN MR (MESLES RUBELLA) 
PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI 
(Analisis Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018)” Imunisasi vaksin Measles Rubella 
(MR) adalah pemberian vaksin yang bertujuan untuk  meningkatkan kekebalan 
tubuh seseorang dari penyakit Campak dan Rubella. Penyakit MR dapat 
menyebabkan menyebabkan komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan 
dapat menyebabkan kematian sedangkan infeksi rubella pada ibu hamil dapat 
menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau 
dikenal dengan Congenital Rubella Syndrome. Mengenai pelaksanaan imunisasi 
vaksin MR terdapat pro dan kontra, karena dalam proses pembuatan vaksin tersebut  
terdapat unsur yang berasal dari babi. Oleh karena itu itu MUI merespon dengan 
mengeluarkan fatwa terkait dengan penggunaan vaksin MR, dalam Fatwanya MUI 
menetapkan penggunaan vaksin MR hukumnya mubah karena alasan tertentu.    
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istinbath 
hukum penetapan fatwa dan tinjauan maslahah terhadap pengunaan Vaksin MR 
tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian library research dan sumber data 
penelitian ini yaitu sumber hukum primer yaitu Fatwa MUI tersebut; dan sumber 
hukum sekunder yaitu buku dan karya ilmiah; bahan hukum tersier yaitu kamus, 
surat kabar. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, kemudian dianalisis 
menggunakan metode content analysis. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut istinbath hukum yang 
digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa karena dharar harus dihilangkaan dan 
dlarurat membolehkan hal-hal yang dilarang namun harus sesuai kadarnya.  
Adapun tinjauan mashlahah terhadap penggunaan  Vaksin MR tersebut adalah 
menjaga jiwa dan keturunan. MUI mempertimbangkan di mana kemaslahatan 
menjadi tujuan akhir disyariatkannya hukum Islam.   
Kata Kunci : Maslahah, Hukum Pengunaan Vakin Measles Rubella, Vaksin 
Measles Rubella Fatwa MUI, Vaksin Measles Rubella, , Dlarurat Syar’iyyah 
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ABSTRACT 
NOVI DWI KRISTANTI, NIM: 15.21.11.191 "MASHLAHAH REVIEW ON THE 
LAW OF THE USE OF MR VACCINE (MESLES RUBELLA) PRODUCT SII 
(SERUM INTITUTE OF INDIA) FOR IMMUNIZATION  (Analysis of MUI 
Fatwa Number 33 of 2018) " Measles Rubella (MR) vaccine immunization is a 
vaccine aid that is supported to increase one's immunity from Measles and Rubella. 
MR disease can cause complications in the form of pneumonia, diarrhea, meningitis 
and can cause death due to rubella infection in pregnant women can cause 
miscarriage or permanent disability in the baby who is appointed or known as 
Congenital Rubella Syndrome. Related to carrying out MR vaccine immunization 
there are pros and cons, because in the process of making the vaccine there is 
something expected from pigs. Therefore, the MUI responded by issuing a fatwa 
related to the use of MR vaccine, in its fatwa the MUI implemented the use of the 
MR vaccine because of certain reasons. 
The problem in this research is the method of istinbath law to determine 
fatwa and problem solving for the use of MR vaccine. This research is a research 
library research and the source of this research is the primary legal source, the MUI 
Fatwa; and secondary legal sources, namely books and scientific works; Tertiary 
legal material, namely dictionaries, newspapers. Data collected by the method of 
data collection, then analyzed using the content analysis method. 
This research concludes that according to the law that is used by the MUI 
in issuing fatwas because dharar must be omitted and dlarurat allow things to be 
approved levels. While opposing the mashlahah against the use of MR vaccine is 
freedom of life and heredity. The MUI considers where benefit is the ultimate goal 
of Islamic law.  
Keywords: Mashlahah, Law on Use of Rubella Measles Vakin, Rubella Fatwa MUI 
Measure Vaccine, Rubella Measles Vaccine ,, Dlarurat Syar’iyyah 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1  : Jadwal Penelitian 
 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satau negara muslim terbesar di Dunia 
dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan banyaknya penduduk 
yang beragama Islam maka pemerintah membentuk lembaga Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang bertugas khusus untuk membahas segala persoalan 
mengenai persoalan Islam dan  hukumnya. MUI merupakan Lembaga yang 
yang mewadahi para ulama, zu’ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk 
membina, membimbing kaum muslimin di seluruh Indonesia.1  
Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah perkhidmatan ulama kepada 
umat Islam Indonesia memiliki beberapa fungsi dan tugas salah satunya yaitu 
memberi fatwa keagamaan di Indonesia. Proses fatwa dilakukan oleh Komisi 
Fatwa dan bertanggung jawab mengeluarkan fatwa yang perlu memperhatikan 
sejumlah prinsip, kode etik (adab), dan persyaratan sangat ketat. Dalam 
memberikan fatwa, para ulama merumusakan persoalan yang memerlukan 
penjelasan sesuai dengan bidang yang diperlukan. Lalu diedarkan kepada para 
ulama lain untuk diteliti secara seksama. Apabila terdapat beberapa pendapat 
yang berbeda dari para ulama, maka diadakan pertemuan untuk membahas 
persoalan tersebut sampai mendapatkan rumusan penjelasan utuh dan dapat 
                                                          
1Wikipedia Bahasa Indonesia, “Majelis Ulama Indonesia” dikutip dari   
https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia  diakses pada hari tanggal 14 November 
2018. 
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diterima oleh masyarakat umum.2 Fatwa adalah Jawaban atau penjelasan dari 
ulama mengenai masalah yang berkaitan dengan keagamaan dan berlaku untuk 
umum. Fatwa  MUI adalah suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh 
anggota komisi dalam rapat komisi.3 Salah satu fatwa yang dikeluarkan MUI 
yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles 
Rubella) Produk dari SII (Serum Intituteof India) untuk Imunisasi.  
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan 
kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit.4 Sejak adanya Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasannya pemerintah 
mewajibkan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak serta memiliki 
peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.5 Salah satu upaya 
pemerintah dari tujuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan tersebut adalah dengan diadakannya program kesehatan yang rutin 
dilakukan, salah satunya program imunisasi nasional. Rencananya pemerintah 
akan menambahkan 3 jenis vaksin untuk melengkapi program nasional 
                                                          
2 Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk 
Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 38. 
3  Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 
4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Ajar Imunisasi, (Jakarta: Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2105), hlm. 8. 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan 
(Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Inodnesia Nomor 5063). 
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imunisasi dasar lengkap, yaitu: Vaksin Measles Rubella (MR); Vaksin 
Pneumococcus; dan Vaksin Humanpe Papillomavirus (HPV).6 
Namun, perintah wajib Vaksin MR ini tidak seutuhnya diterima dan 
dilaksanakan oleh masyarakat karena banyak persepsi muncul mengenai 
kandungan babi yang terdapat di dalam vaksin MR (Measles Rubella). Dunia 
obat-obatan sekarang ini berkembang demikian pesat, mengikuti ragam 
penyakit yang tak kalah cepet berkembangnya. Aspek kehalalan kerap kali 
dikesampingkan produsen farmasi dengan memanfaatkan apa saja demi 
kesembuhan. Tidak terkecuali penggunaan bahan-bahan haram.7 Dimana 
bahan-bahan tersebut terutama babi sudah dihukum haram oleh Allah SWT, 
sebagaimana firmanya dalam QS. al-Baqarah ayat 173: 
                         
                             
Artinya:  
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 
al-Baqarah : 173).8 
 
                                                          
6 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Tahun ini Kemenkes Upayakan Tiga 
Vaksin Lengkapi Program Imunisasi Nasional” dikutip dari 
http://www.depkes.go.id/article/view/17010500004/tahun-ini-kemenkes-upayakan-tiga-vaksin-
lengkapi-programimunisasi-nasional.html  diakses pada 8 November 2018. 
7 Mashudi, Kontruksi Hukum …, hlm.  9. 
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 35. 
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Penyelenggaraan imunisasi campak-rubella juga menimbulkan 
penolakan dari berbagai pihak. Delapan sekolah swasta berbasis keagamaan 
setingkat SD dan SMP di Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman menolak 
dilakukannya kegiatan imunisasi di sekolah tersebut.9 Selain itu, kontroversi 
makin menyebar dalam masyarakat karena adanya KIPI. KIPI merupakan 
kejadian medis yang diduga berhubungan dengan pemberian imunisasi seperti 
reaksi tubuh anak terhadap vaksin, kesalahan prosedur penyuntikan vaksin, 
koinsiden, reaksi kecemasan dan hubungan kausal yang tidak dapat 
ditentukan.10 Puncak dari pro dan kontra ini yaitu saat MUI Provinsi Kepulauan 
Riau mengeluarkan surat himbauan nomor Ket-53/DP-P-V/VII/2018  yang 
ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau.11 Surat tersebut menghimbau 
warganya musim Kepulauan Riau tidak ikut serta dalam imunisasi campak-
rubella sampai adanya  keputusan resmi dari LP-POM MUI Pusat.12 
Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan Hadis, dan umat Islam juga 
sepakat bahwasanya al-Qur’an dijadikan sebagai sumber utama hukum Islam. 
Al-Qur’an telah memposisikan prinsip-prinsip hukum Islam salah satu prinsip 
yang paling dominan adalah maslahat.13 Islam juga merupakan agama yang 
rahmatan lil a’lamin, segala aturan telah diatur di dalam Al-Qur’an dan As-
                                                          
9 Rahmi Yuningsi, “Pro Kontra Imunisasi Campak Rubella”, MAJALAH INFO 
SINGKAT KESEJAHTERAAN SOSISAL, vol.IX, No 16//11/Puslit/agustus/2017, hlm. 11. 
10 Ibid. 
 
11 Ombudsman Republik Indonesia, “Polemik Kehalalan Vaksin MR, Ombudsman 
Undang Pihak Terkait” dikutip dari  https://www.ombudsman.go.id/news/r/polemik-kehalalan-
vaksin-mr-ombudsman-undang-pihak-terkait diakses pada 2 Agustus 2019. 
12 Ibid.  
 
13 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 450. 
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Sunnah, namun terdapat beberapa permasalahan yang tidak diatur di dalam Al-
Qur`ān dan As-Sunnah, seperti penggunaan vaksin MR untuk Imunisasi ini.  
Untuk mengatasi permasalahan seperti di atas maka para mujtahid ataupun 
ulama membahasnya dengan cara Ijtihâd.  
Seluruh ulama sepakat bahwa disyariatkan hukum syara’ tidak lain 
untuk mencapai maslahat dan menolak mafsadat. Maslahat secara terminologi 
adalah sesuatu yang bermanfaat, baik dengan menarik sesuatu atau 
menghasilakan sesuatu, seperti menghasilakn manfaat dan kebahagaian atau 
dengan cara menolak, seperti menjauhkan dari kemudaratan dan penyakit.14 
Seperti kasus fatwa MUI No 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR 
untuk imunisasi, merupakan suatu maslahah yang oleh syari belum disyariatkan 
hukumnya, dan tidak ada dalil yang terkait dengan pengakuan ataupun 
pembatalan maslahah tersebut.  
Berdasarkan latar belakang di atas terkait pro dan kontra penggunaan 
Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intituteof India) untuk 
Imunisasi, peneliti tertarik untuk membuat judul skripsi “Tinjauan Maslahah 
Terhadap Hukum Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari 
SII (Serum Intituteof India) untuk Imunisasi (Analisis Fatwa MUI Nomor 
33 Tahun 2018)”. 
 
 
                                                          
14 Muh Nashirudin, “Ta’lil Al-Ahkam dan Pembaruan Ushul Fikih”, Jurnal Al-Ahkam, 
(Surakarta), Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm. 25.  
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B. Rumusan Masalah 
Dari rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan penelitian yang 
dicapai oleh penulis yakni: 
1. Bagaimana istinbath hukum penetapan fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum 
Institute of India) untuk Imunisasi?  
2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap hukum penggunaan Vaksin MR 
(Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intituteof India) untuk imunisasi 
(Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018)?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan penelitian yang 
dicapai oleh penulis yakni: 
1. Untuk mengetahui istinbath hukum penetapan fatwa MUI Nomor 33 Tahun 
2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII 
(Serum Intitute of India) untuk Imunisasi. 
2. Untuk mengetahui tinjauan maslahah terhadap hukum penggunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intituteof India) untuk 
Imunisasi (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018). 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
yang didapat dalam perkuliahan dan membandingknnya dengan praktek 
di lapangan. 
b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum 
tentang istinbath hukum dan tinjauan maslahah dalam terhadap hukum 
penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum 
Intituteof India) untuk Imunisasi (Analisis: Fatwa MUI Nomor 33 
Tahun 2018). 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebentuk solusi bagi 
permasalahan mengenai hukum penggunaan vaksin MR untuk 
Imunisasi dalam perspektif maslahah. 
b. Semoga  penelitian ini dapat menjadikan bahan rujukan bagi orang tua 
yang hendak memberikan vaksin imunisasi bagi balita mereka. 
c. Membantu  memberikan suatu pengertian sekaligus sebagai jawaban 
atau solusi terhadap suatu problem yang telah muncul di tengah-tengah 
masyarakat yang pada umumnya kurang memperhatikan suatu 
ketentuan hukumnya.  
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E. Kerangka Teori 
1. Teori Istinbath Hukum 
Istinbath secara etimologi memiliki arti “Menemukan; 
menciptakan”. istinbath hukum adalah suatu proses penemuan hukum yang 
dilakukan oleh seorang mujtahid melalui Ijtihâd. Sedangkan secara teknis, 
penulis menggunakan istilah metode istinbath hukum dimaksudkan bahwa 
hal ini merupakan suatu wujud usaha penulis dalam rangka pencaritahuan 
cara-cara yang dilakukan oleh para ulama didalam proses berIjtihâd 
sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum berdasarkan hasil 
Ijtihâd tersebut. 
Di dalam disiplin ilmu ushul fikih, terdapat perbedaan mendasar 
yang berkaitan dengan istinbath hukum, yakni sumber hukum dan dalil 
hukum. Sumber dalam hal ini berarti dasar utama yang bersifat orisinil yang 
melahirkan hukum itu sendiri. Seperti, al-Quran dan as-Sunnah. Sedangkan 
dalil hukum dalam hal ini berarti cara-cara yang ditempuh melalui Ijtihâd 
untuk menemukan hukum Islam. Seperti, ditempuh dengan cara 
menggunakan istihsân, istishâb, qiyâs, dan lain sebagainya.15  
Ijtihâd  ditinjau dari segi jumlah mujtahid dapat diklasifikasikan 
menjadi 2 (dua) macam, sebagaimana berikut:  
                                                          
15 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 114. 
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a. Ijtihâd al-Fardi, yakni ijtihâd yang dilakukan oleh seorang atau 
beberapa orang mujtahid. Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan oleh 
para imam Madzhab.  
b. Ijtihâd al-Jam’I, adalah ijtihâd yang dilakukan oleh seluruh mujtahid 
dalam mengkaji persoalan hukum yang sama. Hal ini merupakan dasar 
atas adanya ijmâ’.16 
 
2. Teori Maslahah  
Maslahah sering disebut dengan istilah istidal, istislah.17 Menurut 
Jumhur Ulama maslahah mursalah adalah hujjah syariat yang dijadikan 
dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada 
hukumnya dalam nash, dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan 
padanya hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah 
berhenti pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena adanya saksi 
syar’i yang mengakuinya.18 
Imam Malik dan Imam Madzhab yang menggunakan dalil 
maslahah. Untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yaitu:19 
                                                          
16  Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh,….., hlm. 349. 
17 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal …, hlm. 81. 
18 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh), 
(Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 102. 
19 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, hlm. 454. 
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a. Adanya persesuaian antar maslahat yang dipandang sebagai sumber 
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’at (maqasid as-
syari’ah).  
b. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai 
dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada 
kelompok rasionalis akan dapat diterima. 
c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang terjadi.  
Sumber asal dari maslahat adalah diambil dalam al-Qur`ān , Hadis dan 
Ijma’ sahabat. Dasar maslahat dari al-Qur`ān sebagaimana dalam ayat-ayat 
berikut ini: 
              
Artinya: 
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. (Q.S al-Anbiyaa: 107)20 
 
                        
         
Artinya:  
Hai manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu, sekaligus sebagai 
obat bagi hati yang sakit, petunjuk serta rahmat bagi yang beriman” (Q.S 
Yunus: 57)21 
 
Ulama usul membagi maslahah kepada tiga bagian yaitu: 
                                                          
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998). 
21 Ibid. 
11 
 
 
a. Maslahah daruriat, maksudnya adalah segala sesuatu yang essensial 
sifatnya yang merupaka kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak  
mau harus dilakukan usaha pemenuhannya, dan jika tidak terpenuhi 
maka akan membuat kehidupan menjadi fatal.22 Zakariya al-Biri 
Maslahat daruriyat ini merupkan dasar asasi untuk terjaminnya 
kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah 
dan bencana yang besar.23 Yang termasuk kedalam ruang lingkup 
maslahah daruriyat ini adalah kaitanya dengan pemeliharan agma, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta.24 
b. Maslahah hajiyat, yang dimaksud dengan hajiyaat ini adalah segala 
sesutau yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang 
seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya 
tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan.25 
Sekiranya jika tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah 
mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya menimbulkan 
kesulitan saja.26 Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkatan 
di bawah masalahah daruriat.27 
                                                          
22 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh, hlm. 104. 
23 Romli, Studi Perbandingan Ushul..., hlm. 220. 
24 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh, hlm. 105. 
25 Ibid., hlm. 106. 
26 Romli, Studi Perbandingan Ushul..., hlm. 222. 
27 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh, hlm. 106. 
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c. Maslahah tahsiniyat, adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan 
komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha 
pemenuhannya jika diinginkan suatu kesempuranan dan kelengkapan 
dalam kehidupan.28 Maslahat ini sering pula disebut dengan  maslahat 
takmiliyah, maksudnya yaitu maslahat yang sifatnya unuk memelihara 
keindahan dan kebaikan budi pekerti. Kemaslahatan ini hanya mengacu 
pada unsur keindahan saja, namun kemasalahtan seperti ini tetap 
dibutuhkan oleh manusia.29 Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada 
tingkatan di bawah hajiyaat.30 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah 
suatu hal yang baru dalam ranah keilmuan, karena selama ini sudah banyak para 
peniliti juga ulama telah membahas mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI 
dan kaitannya dengan kaidah fiqih Hukum Islam. Tinjauan pustaka ini 
merupakan salah satu cara untuk memberikan kejelasaan dalam setiap informasi 
yanga akan dikaji dan diteliti oleh peneliti, serta mendapatkan keaslian sesuai 
tema penelitiannya. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menelaah beberapa karya 
yang dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian ini, antara lain yaitu: 
                                                          
28 Ibid., hlm. 107. 
29 Romli, Studi Perbandingan Ushul..., hlm. 222 
30 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh, hlm. 107. 
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Skripsi dengan judul “Analisis Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin 
Meningitis pada Calon Jamaah Haji Tahun 2010” karya Muhamad Irfangi 
jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, di dalamnya membahas 
mengenai analisis dikeluarkannya fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin 
Meningitis pada calon jamaah haji, selain itu pada skripsi tersebut membahas 
juga peran serta fungsi dari MUI itu sendiri. Metode yang digunakan dalam 
skripsi ini yaitu metode kepustakaan atau library research.31 
Skripsi karya Evi Andriani Luthfiyah  dengan judul “Studi Istinbat 
Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya tentang 
Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis bagi Para Jama’ah Haji atau 
Umrah”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah ini 
menggunakan metode dokumentasi. Didapatkan bahwa penetapan hukum 
keharaman pada istinbath yang dilaukan MUI pertama kali menggunkan dasar 
al-Qur’an dan Hadis serta Ijma. Dan metode istinbath yang kedua yaitu dengan 
mempertimbangkan unsur darurat, rukhshah dan maqasid al-syari’ah dimana 
metode yang kedua ini menetapkan hukum kemubahan bagi penggunaan vaksin 
meningitis untuk para jama’ah haji wajib/nadzar atau umrah wajib/nadzar dan 
petugas haji, selain digunakan untuk itu hukumnya tetap haram.32 
                                                          
31 Muhamad Irfangi, “Analisis Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis 
Pada Calon Jamaah Haji Tahun 2010”, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syariah IAIN Surakarta, 
Surakarta, 2010. 
32 Evi Andiriani Luthfiyah, “Studi Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Cabang Surabaya tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis bagi Para Jama’ah 
Haji atau Umrah”, Skripsi¸Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010. 
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Ada juga skripsi yang berjudul “Tinjauan Maslahah terhadap 
Penggunaan Vaksin Meningitis pada Jemaah Haji dan Umroh” ditulis oleh 
Azizah Palupi Sofiana mahasiswa  jurusan Muamallah Fakultas Syariah IAIN 
Ponorogo pada tahun 2018. Dalam skripsinya dipaparkan tentang  
penggolongan dan tingkatan maslahah yang termuat dalam vaksin meningitis 
pada Jemaah haji dan umrah.33 
Selain skripsi di atas juga terdapat jurnal yang di tulis oleh Norhidayah 
Pauzi  yang berjudul, “Maslahah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia 
dan Indonesia”, jurnal ini membahas fatwa Malaysia mengharuskan 
pengambilan suntikan vaksin Mencevax berdasarkan pendekatan akhlaf al-
dararayn dan maslahah daruriyah dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa. 
Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan vaksinasi yang bernama 
Mencevax ini, dan mewajibkan Jemaah haji Indonesia mengambil suntikan 
vaksin halal karena prinsip darurat tidak relavan lagi digunakan.34 
Terdapat juga artikel yang berjudul, “Vaksinasi terhadap Kanak-Kanak 
menurut Maqasid Syari’ah” karya Tengku Fatimah Azzahra Md Fauzi,  Mohd 
Anuar Ramli Dan Nurhidayah Muhammad Sharifuddin. Artikel ini mengkaji 
hukum vaksin dan vaksinasi dari tinjauan maqasid al-syari’ah. Prinsip yang 
                                                          
33 Azizah Palupi Sofiana, “Tinjauan Maslahah Terhadap Penggunaan Vaksin 
Meningitis pada Jamaah Haji dan Umroh”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 
2018. 
34 Norhidayah Pauzi, “Maslahah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan 
Indonesia”, Jurnal Fiqh, (Malaysia) Nomor 14, 2017. 
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digunakan yaitu prinsip untuk mencapai kemaslahatan dan menolak 
kemudharatan.35 
Berdasarkan pemaparan studi terdahulu di atas, skripsi ini memiliki 
perbedaan dengan tulisan-tulisan terdahulu. Pada skripsi ini, penulis hanya 
fokus membahas tentang istinbath hukum dan tinajuan maslahah terhadap 
penetapan hukum penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII 
(Serum Intituteof India) untuk Imunisasi (analisis fatwa MUI Nomor 33 Tahun 
2018). Di studi terdahulu kebanyakan obyek penelitiannya yaitu Vaksin 
Meningitis untuk Jemaah Haji dan Umroh, sedangkan dalam objek yang dikaji 
oleh peneliti adalah vaksin MR (Measles Rubella) yang digunakan untuk 
imunisasai pada anak-anak. Selain itu, vaksin MR ini merupakan jnis vaksin 
baru yang belum banyak diteliti. Dengan perbedaan tersebut membuat banyak 
perbedaan antara penulisan skripsi dan jurnal di atas dengan penulis, seperti 
penggunaan bahan, objek studi dari penelitian tersebut dan studi analisisnya. 
Skripsi ini merupakan karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, serta melalui 
pemikiran referensi dari buku dan sumber lainya yang dapat memberikan 
informasi yang akurat sehingga skripsi ini dapat dipertangung jawabkan oleh 
penulis. 
 
 
 
                                                          
35 Tengku Fatimah Azzara Dkk, “Vaksinasi Terhadap Kanak-Kanak menurut 
Prespektif Maqasid Syariah”, Artikel University of Malaya, (Malaysia), 2016 dikutip dari 
http://www.researchgate.net/punlication/309414964. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research)  yaitu penelitian yang memiiki 
tujuan untuk emmebuktikan kebenaran secara hipotesis yang kokoh dengan 
cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 
materi pustaka.36 Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan 
sumber-sumber data kepustakaan, baik sumber kepustakaan umum maupun 
kepustakaan penunjang. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif. Dikatakan seperti itu karena dalam penelitian 
ini objek yang dikaji berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersifat 
pustaka lalu dibahas dan dianalisis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, 
dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang terkait dengan objek yang diteliti. 
2. Sumber Data 
 Berkaitan dengan data yang digunakan, karena penelitian ini 
termasuk dalam penelitan kepustakaan maka peneliti menggunakan sumber 
data sekunder. Adapun sumber data tersebut yaitu: 
a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang berasal dari buku-buku 
yang berkaitan langsung dan menjadi bahan utama dengan pokok 
kajian.37 Bahan tersebut adalah Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 
                                                          
 36 Surwanto, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 
hlm.149. 
37 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 
57. 
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tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII 
(Serum Intituteof India) untuk Imunisasi. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan 
hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan 
menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bersifat 
pendukung. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diambil dari 
kepustakaan berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait 
dengan objek penelitian.38 Bahan tersebut yang menjelaskan tentang 
vaksin MR dan  penyakit MR, menjelaskan tentang maslahah mursalah 
serta kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI. 
Selain itu juga menggunakan al-Qur’an dan as-Sunnah yang membahas 
tentang maslahah mursalah. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan atas bahan  primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, 
ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainnya yang berkaitan 
dengan tema penelitian yaitu penggunaan vaksin MR dalam 
imunisasi.39 Bahan hukum tersier ini digunakan untuk mencari arti kata 
asing maupun kata sulit. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data secara dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal yang 
                                                          
38 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial …, hlm. 57. 
39 Ibid., hlm.58.  
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berupa laporan penelitian, buku, surat kabar, notulen rapat dan lainnya.40 
Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari 
dokumen mengenai diterbitkannya fatwa MUI  Nomor 33 Tahun 2018 
tersebut. Baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan 
hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah 
diklasifikasi dan dikaji secara komprehensif. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah conten analysis. Teknik 
ini dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 
karakter pesan baik yang tersurat maupun yang tersirat dan dilaksanakan 
secara obyektif dan sistematis dari fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 
tersebut. Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman terhadap isi pesan 
dan substansi hukum dalam fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018. Teknik ini 
dilakukan untuk menganalisis substansi pemikiran para ulama dan substansi 
hukum dalam fatwa dengan menganalisis  kerangka paradigmatik dan 
konsep-konsep dasarnya sebagai hukum asas.  
Pada tahap awal akan dipaparkan teori dan data yang sesuai dengan 
rumusan masalah, lalu diklarifikasi beberapa aspek masalah hukum yang 
terkandung dalam fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018. Dengan adanya 
analisis seperti ini akan diketahui prespektif fatwa MUI baik yang terkait 
dengan substansi hukumnya dan pertimbangannya dalam menetapkan. 
                                                          
40 Suharsini Arikunta, Metodologi Penelitian, hlm.41. 
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Setelah diketahui substansi hukum dan pertimbangannya lalu akan 
dianalisis tinjauan mashlahah hukuk penggunaan Vaksin MR (Measles  
Rubella) produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk imunisasi (analisis 
fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018). 
 
H. Sistematika Penulisan 
 Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penulisan Seminar 
Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta 2018” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-
masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang 
diteliti.41 Adapun perincian penulisan adalah sebagai berikut: 
 Bab 1 Pendahuluan, merupakan bab pertama yang akan menjabarkan 
mengenai latar belakang dilakukan penelitian, pokok permasalahan dari 
penelitian, tujuan dari penelitian ini baik tujuan umum aupun tujuan khusus, 
manfaat penulisan, kerangka teori, tinjuan pustaka, metode penelitian serta 
sistematika penulisan. 
 Setelah itu yaitu bab II Landasan Teori, bab ini berisi uraian tentang 
teori umum yang  relevan dengan permasalahn penelitian yang berfungsi untuk 
menganalisis data. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori istinbath 
hukum juga tentang maslahah baik pengertian, dasar hukum, pembagian, serta 
kedudukan maslahah dan kehujjahannya.  
                                                          
41 Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Buku Panduan Seminar Proposal Penulisan dan 
Ujian Skripsi, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018). 
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 Selanjutnya dalam bab III ini akan dipaparkan tentang data-data yang 
digunakan dalam penelitian yang akan dianalisis yaitu Fatwa MUI Nomor 33 
Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari 
SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi. Selain itu juga akan dipaparkan 
tentang gambaran umum Majelis Ulama Indonesia dan deskripsi tentang 
penyakit measles dan rubella.  
 Bab IV yaitu analisis, yang merupakan penjabaran dari analisa dan 
pembahasan, yaitu analisis istinbath hukum dalam penetapam fatwa MUI 
Nomor 33 Tahun 2018 tersebut dan analisis  tinjauan maslahah terhadap 
hukum penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII(Serum 
Intituteof India) untuk imunisasi.  
 Yang terakhir yaitu Bab V Penutup, dalam bab ini akan diuraikan 
mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang 
diteliti. Selanjutnya, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil 
penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 
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A. Teori  Istinbath Hukum 
1. Pengertian Istinbath Hukum 
Istilah istinbath hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering 
dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin 
ilmu. Istinbath secara etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. 
Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai proses penetapan 
hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui Ijtihâd.1 Adapun kata hukum 
secara etimologi berarti “Putusan; ketetapan”. 2  Didalam kamus bahasa 
Indonesia kata Hukum diartikan sebagai “Suatu peraturan; kaidah; 
ketentuan.”3 Sedangkan secara terminologi yang dimaksud hukum disini 
ialah “Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan syari’at Islam.”4 
Dengan demikian, dapat kita pahami bersama bahwa yang 
dimaksud dengan istinbath hukum adalah suatu proses penemuan hukum 
yang dilakukan oleh seorang mujtahid melalui Ijtihâd. Sedangkan secara 
teknis, penulis menggunakan istilah metode istinbath hukum dimaksudkan 
bahwa hal ini merupakan suatu wujud usaha penulis dalam rangka 
                                                          
1 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. 
14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1379. 
2Ibid., hlm. 286. 
 
3  G. Setya Nugraha,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karima, 2000), 
hlm. 245. 
4 Ibid., hlm. 246. 
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pencaritahuan cara-cara yang dilakukan oleh para ulama di dalam proses 
berIjtihâd sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum 
berdasarkan hasil Ijtihâd tersebut. 
Di dalam disiplin ilmu ushul fikih, terdapat perbedaan mendasar 
yang berkaitan dengan istinbath hukum, yakni sumber hukum dan dalil 
hukum. Sumber dalam hal ini berarti dasar utama yang bersifat orisinil 
yang melahirkan hukum itu sendiri. Seperti, al-Quran dan as-Sunnah. 
Sedangkan dalil hukum dalam hal ini berarti cara-cara yang ditempuh 
melalui Ijtihâd untuk menemukan hukum Islam. Seperti, ditempuh dengan 
cara menggunakan istihsân, istishâb, qiyâs, dan lain sebagainya.5  
2. Ijtihâd dan Mujtahid 
Secara etimologi, kata ijtihâd berasal dari kata دهج . Masdarnya 
adalah ادهج , yang berarti “kesungguhan”. Kemudian kata tersebut beralih 
menjadi  هتجا ـ دهتجي ـ دهتجا, د yang berarti “berusaha dengan sungguh-
sungguh”. 6  Perubahan kata dari jahada menjadi ijtihâdan mengandung 
makna lil mubâlaghah, yakni menunjuk kepada penekanan arti. Dengan 
demikian, makna yang terkandung dari kata tersebut adalah “Kesungguhan 
yang maksismum”. 
                                                          
5 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 114. 
6 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia…, hlm. 217. 
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Sedangkan ijtihâd secara terminologi, terdapat beberapa definisi 
yang dikemukakan oleh para ulama, namun kesemuanya saling 
melengkapi. Sebagaimana berikut:7 
a. Menurut as-Subki: 
Ijtihâd adalah pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk 
menghasilan hukum syara’ yang bersifat dzanni”. 
b. Al-Amidi: 
Ijtihâd merupakan pengarahan kemampuan secara maksimal 
dalam menemukan hukum syara’ yang bersifat dzanni, sehingga 
merasa tindak mampu menghasilkan lebih dari temuan tersebut”. 
c. Asy-Syaukani:  
 Ijtihâd  adalah pengerahan kemampuan dalam mencapai 
yang ’syara hukum  bersifat perbuatan dengan mneggunakan metode 
istinbath 
d. Muhammad Abu Zahra: 
Ijtihâd yaitu pengearahan kemampuan seorang ahli fikih untuk 
menggali hukum-hukum syara’, yang bersifat perbuatan dari dalil-dalil 
yang terperinci. 
e. Abdul Wahab Khalaf 
Yang dimaksud Ijtihâd adalah mengerahkan segala daya untuk 
menghasilakn hukum syara’dari dalilnya yang rinci diantara dalil-dalil 
syara’.8 
                                                          
7 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…,  hlm. 339. 
24 
 
 
 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa yang dimaksudkan ijtihâd adalah pengerahan 
kemampuan nalar secara maksimal oleh mujtahid (orang yang berusaha) 
untuk menghasilkan produk hukum yang berkisar pada masalah-masalah 
perbuatan manusia (‘amaliyah), yakni bukan termasuk masalah akidah 
atau akhlak, dengan menggunakan metode istinbâth al-Hukm (penggalian 
hukum) yang dijadikan pijakan dalam ber-ijtihâd. Adapun objeknya 
adalah masalah-masalah hukum yang bersifat relative, bukan yang bersifat 
absolut kebenarannya. Dimana objek tersebut didapatkan melalui dalil-
dalil syara’  (nash) yang terperinci.  
Jika demikian, berarti setiap kejadian atau permasalahan hukum 
yang hendak diketahui hukum syara’nya telah ditunjukkan oleh nash 
secara jelas (sharih) dan petunjuk serta maknanya adalah pasti (qath’i), 
maka hal itu bukan merupakan ladang ijtihâdi. Oleh karena itu jika 
berkaitan dengan hal-hal tersebut, yang harus dilakukan adalah 
melaksanakan pemahaman tersebut berdasarkan petunjuk nash (dilalah 
an-Nash).9 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
8 Abdul Wahab Khlmlaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Terj. Faiz el Muttaqiin, Cet. 1, (Jakarta: 
Pustaka Amani, 2003), Hlm. 317. 
9 Ibid. 
25 
 
 
3. Dasar Hukum  
Sebenarnya sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas 
kebolehan melakukan ijtihâd, baik yang berasal dari al-Qur’ân maupun 
dari as-Sunnah, yang secara langsung maupun yang tidak secara langsung. 
Namun, dalam hal ini penulis hanya mengutip beberapa saja, dimana 
menurut hemat penulis cukup mewakili dari keseluruhan dalil yang ada. 
Dibawah ini penulis cantumkan beberapa dalil yang mengindikasikan atas 
kebolehan ber-ijtihâd sebagaimana yang dikutip oleh az-Zuhaily didalam 
bukunya10. Sebagaimana berikut:  
a. Dalil al-Qur’ân  
اَّنِإِّقَحْلاِب  َباَتِكْلا َكْيَلَإ اَنْلَزْنَأِل َمُكْحَت َّنلا َنْيَبِسا  ُهَّللا َكَرَأ اَمِب
اًهيِصَخ َينِنِئ اَخْلِل ْنُكَت لآ َو 
Artinya: 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan 
apa yang telah Allah wahyukan kepadamu,…” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 
105)11 
ِمَوِسُفْنَأ ْنِم ْمُكَلَقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيَاْن ْمُكَأًجاَوْزْسَتِل اِإ اوُنُكْيَل اَه
ِفَّنِإ ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْيَب َلَعَجَوَّذ يلآ َكِل ٍمْوَقِل ِتاَي  َنوُرَّكَفَتَي 
Artinya: 
“… Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)12  
 
 
                                                          
10 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Jilid I, Cet. 1, (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1986), Hlm. 1039. 
11  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998). 
12 Ibid. 
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b.  Dalil al-Hadits  
Adapun dalil yang diambil dari al-Hadits sebagai dasar atas 
kebolehan berijtihâd adalah sebagaimana berikut:   
  لىا اذاعم ثعبي نأ  ّدارأ الم ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر نأ
 للها باتكب يضقأ لاق ءاضق كل ضرع اذإ يضقت فيك  لاق نميلا
باتكب دتج لم نإف لاق لاق للها   نسبف هيلع للها ىلص للها لوسر ة
لاق ملسو  ّفي دتج لم نإف ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر ة نس 
لاق لوسر برضف ولا لاو ييأر دهتجأ  ملسو هيلع للها ىلص للها
 .للها لوسر يضري الم للها لوسر قفو يذلا لله دملحا لاقو هردص
)دواد وبأ هاور(  
Artinya: 
“Ketika Rasulullah Saw. bermaksud mengutus Mu’âdz ke Yaman, 
beliau bertanya (kepada Mu’âdz, Pen.): Bagaimana kamu 
memutuskan bila suatu kasus diajukan kepadamu?. Ia (Muâdz) 
menjwab: Saya akan putuskan berdasarkan alQur’ân. Beliau 
bertanya lagi: Apabila kamu tidak menemukannya didalam al-
Qur’ân?. Ia menjawab: Saya akan putuskan berdasarkan al-Sunnah. 
Beliau bertanya lagi: Apabila kamu tidak menemukannya didalam al-
Qur’ân maupun al-Hadits?. Ia menjawab: Saya akan berijtihâd, 
namun saya tidak akan ceroboh. Beliau berkata sambil menepuk 
tangan Mu’âdz: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq 
utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai Rasul itu.”  
 
Menurut jumhur ulama, hadits tersebut merupakan salah satu 
bukti bahwa Rasulullah Saw. mengakui keberadaan qiyâs (ijtihâd). 
Hal itu dapat dipahami bersama, ketika Rasulullah memuji Mu’âdz 
lantaran jawabannya yang  menegaskan bahwa ijtihâd akan 
dilakukannya manakala al-Qur’ân dan al-Hadits tidak memberi 
jawaban atas suatu persoalan hukum, sebagaimana yang tertera pada 
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redaksi hadits tersebut. Melalui eksistensi hadits tersebut jumhur 
ulama menganggap bahwa qiyas merupakan ijtihâd yang memiliki 
kedudukan paling utama dibandingkan dengan metode ijtihâd 
lainnya.13 
 هيلع للها ىلص للها لوسر عسم هنا :صاعلا نب ورمع نعو ملس
هجاف مكالحا مكح اذإ :لوقيح اذإو ،نارجأ هلف باصأف د مك
 دحمأو ملسمو ىراخبلا هجرخأ( .رجأ هلف أطخأ ثم دهجاف
)يذمرتلا لاإ ننسلا باحصأو  
“Jika seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara, kemudian ia 
berijtihd dan Ijtihâdnya benar, maka ia mendpat dua pahala. Tetapi 
jika ia hendak memutuskan perkara, kemudian ia berijtihâd dan 
ijtihâdnya salah, maka ia mendapat satu pahala.”  
 
4. Syarat-Syarat Mujtahid 
Berdasarkan kesepakatan jumhur ulama tidak setiap individu dapat 
melakukan ijtihâd dan/atau disebut sebagai mujtahid. Dalam hal ini 
Abdurrahman Dahlan menegaskan bahwa secara umum seseorang yang 
patut mendapatkan gelar mujtahid sehingga ia berhak untuk melakukan 
penggalian hukum langsung berdasarkan nash haruslah memiliki 
pemahaman terhadap jujuan pensyari’atan hukum Islam (maqâshid asy-
syar’iyyah). Oleh karenanya terdapat beberapa persyaratan tentang hal itu, 
yakni sebagaimana berikut: 
a. Persyaratan umum 
1) Baligh; 
                                                          
13 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh,….. hlm. 181. 
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2) Berakal; 
3) Memiliki kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-
konsep yang pelik dan abstrak; 
4) Memiliki keimanan yang tinggi. Dalam arti ia bukan merupakan 
muqallid. 
b.  Persyaratan utama 
1) Memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. 
Seperti Nahwu-Sharaf (Gramatika), Balaghoh, ma’ani al-Mufrodat, 
uslub (gaya bahasa Arab);\ 
2) Menguasai ilmu Ushul Fikih; 
3) Memahami al-Qur’an secara mendalam, minimal ayat-ayat yang 
berkaitan dengan hukum; 
4) Memahami Hadits, minimal pemahaman terhadap hadits-hadits 
yang berkaitan dengan hukum; 
5) Memahami tujuan-tujuan pensyari’atan hukum (maqashid asy-
Syar’iyah). 
c. Persyaratan pendukung14 
Termasuk beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh 
mujtahid dan/atau orang yang hendak melakukan Ijtihâd adalah 
sebagaimana berikut: 
1) Memahami tentang dalil-dalil qath’î dan ijma’. Hal ini berkaitan 
dengan pengetahuan terhadap ranah ijtihâdi; 
                                                          
14 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiq…, hlm. 350-352. 
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2) Mengetahui persoalan hukum yang yang menjadi objek perbedaan 
pendapat ulama 
3) Memiliki sifat taqwa dan keshalehan. Persyaratan yang ketiga ini 
sebenarnya tidak berkaitan sama sekali dengan kegiatan ijtihâd, 
akan tetapi persyaratan ini lebih kepada penerimaan oleh 
masyarakat dan/atau khalayak atas produk hukum yang 
dihasilkannya. 
5. Hukum Ber-ijtihâd 
Pada pembahasan sebelumnya telah penulis cantumkan tentang dasar 
hukum dari al-Qur’ân dan al-Hadits yang mengisyaratkan kebolehan untuk 
ber-ijtihâd. Kendati demikian, lebih dalam hukum ijtihâd menurut para 
ulama dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yakni sebagaimana 
berikut:15 
a. Wajib, terdapat dua keadaan yang menjadikan hukum Ijtihâd menjadi 
suatu kewajiban yang harus dilakukan, yakni sebagaimana berikut: 
b. Hukum ijtihâd menjadi wajib manakala seseorang yang telah 
memenuhi persyaratan mujtahid lantas menghadapi persoalan 
hukum yang perlu segera mendapatkan jawabnanya. Kemudian, 
iapun diwajibkan untuk mengamalkan apa yang menjadi 
kesimpulan Ijtihâd-nya tersebut; 
c. Wajib ber-ijtihâd bagi seorang mujtahid ketika ia ditanya mengenai 
suatu persoalan hukum yang memerlukan jawabannya dengan 
                                                          
15 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh,….. hlm. 353. 
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segera, yang jika ia tidak berIjtihâd maka akan terjadi suatu 
kemadharatan/kesalahan dalam perealisasian hukum tersebut. 
d. Sunnah, Ijtihâd dilakukan untuk mengetahui hhukum atas 
permasalahan-permasalahan baru, berdasarkan perkembangan zaman. 
e. Harâm, hukum ijtihâd menjadi haram manakala dilakukan terhadap 
dalil-dalil nash yang telah jelas hukumnya berdasarkan nash-nash yang 
bersifat qath’î ats-Tsubut wa ad-Dilâlah. 
f.  Mubah, Ijtihâd dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak 
didasarkan atas nash yang bersifat qath’î ats-Tsubût/al-Wurûd wa ad-
Dilâlah. 
 
6. Macam-Macam Ijtihâd 
Dalam hal ini menurut ad-Duwailibi, sebagaimana yang dinukil 
oleh Abdurrahman Dahlan16, bahwa ijtihâd dapat diklasifikasikan menjadi 
dua kategori, yakni ditijau dari segi metodologi dan jumlah mujtahid. 
a. Ditinjau dari segi metodologinya ijtihâd dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 
macam, sebagaimana berikut: 
1)  Ijtihâd al-Bayâni, yakni ijtihâd yang dilakukan dengan tujuan 
menjelaskan hukum-hukum syara’ yang terdapat didalam nash. 
2) Ijtihâd al-Qiyâsi, yakni ijtihâd yang dilakukan untuk mengetahui 
suatu persoalan hukum yang tidak terdapat didalam nash. Dengan 
cara menganalogikannya kepada hukum-hukum yang terdapat 
nashnya. 
                                                          
16 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…, hlm. 348 
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3) Ijtihâd al-Istishlâhi, yakni ijtihâd yang dilakukan untuk 
mengetahui hukum dari setiap persoalan-persoalan hukum yang 
tidak terdapat didalam nash. Dengan cara melakukan penalaran 
logika berdasarkan prinsip kemashlahatan manusia. 
b. Sedangkan ijtihâd ditnjau dari segi jumlah mujtahid dapat 
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, sebagaimana berikut:  
1) Ijtihâd al-Fardi, yakni ijtihâd yang dilakukan oleh seorang atau 
beberapa orang mujtahid. Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan 
oleh para imam Madzhab.  
2) Ijtihâd al-Jam’I, Ijtihâd yang dilakukan oleh seluruh mujtahid 
dalam mengkaji persoalan hukum yang sama. Hal ini merupakan 
dasar atas adanya ijmâ’.17 
B. Teori Mashlahah 
1. Pengertian Mashlahah  
Secara etimologis al-mashlahah berarti sesuatu yang baik, yang 
bermanfaat, baik dan benar.18  Kata al-mashlahah lawan dari al-mafsadah, 
sebab al-mashlahah merupakan ungkapan untuk perbuatan yang di 
dalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata mashlahah 
berakar pada s-l-h; ia merupakan bentuk masdar kata kerja salaha dan 
                                                          
17  Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh…, hlm. 349. 
18 Romli, Studi Perbandingan Ushul..., hlm 217-218 
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saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, 
layak, sesuai.19 
Kata ini termasuk jenis majaz mursal hubungan sebab-akibat. 
Maka, dikatakan al-tijarah mashlahah (berdagang itu mendatangkan 
manfaat) dan thalabul ilmi mashlahah (mencari ilmu itu bermanfaat).20 
Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan 
menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti 
perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir 
dan batin.21 
Dalam Bahasa Arab, kata mashlahah selain merupakan bentuk 
masdar juga merupakan ism, yang berbentuk jamak (plural)-nya adalah 
masalih. Dalam Kamus Lisan al-Arab disebutkan bahwa al-mashlahah, al-
salah; wa al-mashlahah wahidat al-masalih (al-mashlahah, al-salah; dan 
mashlahah berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata 
masalih). Makna as-salah (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata al-
fasad (kerusakan). Jadi kata mashlahah merupakan bentuk tunggal dari 
kata kata masalih; dan makna al-istislah ialah mencari maslahat, 
memandang maslahat/baik, mendapatkan kemaslahatan/kebaikan, ia 
merupakan kebalikan dari kata al-istifsad yang berarti memandang 
                                                          
19 Asmawi, Perbandingan Ushul Fikih, hlm.,, Perbandingan Ushul Fikih, (Jakarta: 
Amzah, 2011), hlm. 127. 
20 Abdul Hay Abdul ‘Al, Pengantar Ushul Fikih, terj. Muhammad Misbah, (Jakarta: 
Ppustaka Al-Kautsar), hlm. 313. 
21 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publishing House,1996), hlm. 114. 
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buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan.  Dalam kamus al-Misbah 
al-Munir dinyatakan bahwa kata saluha lawan dari kata fasada, dan 
bentuk masdar-nya  ialah salah dan mashlahah yang berarti khair wa 
sawab (baik dan benar); dan bentuk jamaknya ialah masalih.22 
Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata mashlahah satu 
wazn (pola) dan makna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (mashlahah 
dan manfa’ah) telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.23 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya 
sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata 
“kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. 
Sementara kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/ lawan kata 
“mudarat” yang berarti buruk atau rugi.24 
Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi 
mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fikih, walaupun para ulama 
berbeda-beda dalam memandang al-mahslahah ¸namun hakekatnya adalah 
satu yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara’ secara 
umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau 
menolaknya.25  
 
                                                          
22 Asmawi, Perbandingan Ushul Fikih, hlm. 128. 
23 Ibid., hlm. 127. 
24  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta:Balai Pustaka, 1996), hlm. 634. 
25 Asmawi, Perbandingan Ushul Fikih, hlm. 130. 
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Berikut pendapat para ulama mengenai pengertian al-mashlahah: 
a. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, maslahat ialah memelihara maksud 
hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan 
ditetapkan batas-batasnya. Bukan berdasarkan hawa nafsu manusia 
belaka.26 
b. Al-mashlahah al-mursalah menurut asy-Syatibi adalah suatu 
mashlahah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan 
syara’. Kesesuaian mashlahah dengan syara’ tidak diketahui dari satu 
dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil 
dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qath’I 
walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukan qath’i.27 
c. Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah 
pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan 
yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum 
syara’. 28  Abu Zahrah dalam kitabnya ushul fiqh menyebutkan 
mashlahah atau istislah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan 
tujuan-tujuan syar’i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak 
ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.29 
                                                          
26 Romli, Studi Perbandingan Ushul…, hlm. 219. 
27 Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat..., hlm. 120. 
28 Romli, Studi Perbandingan Ushul…, hlm. 219. 
29 Saifudin  Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum, (Yogyakarat: Rineka 
Cipta, 2011), hlm. 82. 
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d. Imam al-Ghazali, mendefiniskan maslahat pada dasarnya ialah 
berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak 
kemudaratan. 30  Lebih jauh, al-Ghazali menegaskan apabila kita 
menafsirkan mashlahah dengan pemeliharaan maksud syara’ maka 
tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih untuk mengikutinya, bahkan 
wajib menyakini bahwa mashlahah seperti itu adalah hujjah agama. 31 
e. Abdul Wahhab Khalaf, mendefinisikan mashlahah yaitu mashlahah 
yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada 
dalil syara’ yang menunjukan kebolehan dan tidaknya mashlahah 
tersebut.32 
f. Abdullah bin Abdul Husein dalam kitabnya Asbabul Ikhtilafi al-
Fuqaha, menyebutkan mashlahah yaitu kemaslahatan yang tidak jelas 
diakui atau ditolak oleh syara’ dengan suatu dalil tertentu dan ia 
termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.33 
Dari beberapa definisi di atas, semuanya mengandung maksud 
yang sama dan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 
mashlahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mengakui 
maupun menolaknya namun sejalan dengan tujuan syara’ (maqasid 
syari’ah) bukan kemaslahtan yang semata-mata berdasarkan keinginan 
                                                          
30 Romli, Studi Perbandingan Ushul …, hlm. 219. 
31 Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat..., hlm.120. 
32   Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal …, hlm. 81. 
33   Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat..., hlm.121. 
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dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari bahwa tujuan persyariatan 
hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahtan bagi manusia dalam 
segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai 
kemudharatan atau kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum 
yang telah digariskan oleh syara’ memiliki tujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan bagi umat manusia. 
2. Klasifikasi Mashlahah 
Dilihat dari segi pembagian mashlahah, dapat dikelompokan 
menjadi dua macam yaitu dari segi tingkatanya dan eksistensinya. 
a. Maslahat dari segi tingkatannya 
Yang dimaksud dengan macam mashlahah dari segi tingkatnya 
ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup 
manusia. Maslahat dari segi tingkatanya ini  dapat dibedakan menjadi 
tiga macam, yaitu: 
1) Mashlahah Daruriyat 
Yang dimaksud dengan maslahat pada tingkatan ini ialah 
kemaslahtan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia baik 
yang berkaitan dengan agama maupun dunia.34 Yang dimaksud al-
daruriyyat adalah al-mashlahah yang dikandung oleh segala 
perbuatan dan tindakaan yang tidak boleh tidak, sekiranya ia tidak 
ada akan rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara 
                                                          
34 Romli, Studi Perbandingan Ushul …,  hlm. 220. 
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keseluruhan.35 Zakariya al-Biri Maslahat daruriyyat ini merupakan 
dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia 
rusak, maka akan munculah fitnah dan bencana yang besar.36 
Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah 
dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan al-Maqasidul 
Khamsah atau ad-Daruriatul Khamsah. Yaitu: 
a) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari’atkan 
jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan 
memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam 
dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang 
yang murtad dari Islam dan lain sebagainya. 
b) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari’atkan 
pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, 
pangan dan papan, begitu pula; hukum qisas atau diyaat bagi 
orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap 
keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya. 
c) Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan 
larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat 
merusak akal, dan menjatuhan hukuman bagi setiap orang yang 
melanggarnya dan lain seabaginya. 
                                                          
35 Asmawi, Perbandingan Ushul Fikih, hlm. 129. 
36 Romli, Studi Perbandingan Ushul …,  hlm. 220. 
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d) Keturuan, untuk maksud ini Islam mensyari’atkan larangan 
perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsonat, dan 
menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. 
e) Harta, untuk maksud ini Islam mensyari’atkan larangan 
mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap 
orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi 
setiap orang yang membuat rusak atau hilanganya barang orang 
lain dan lain sebagainya.37 
2) Mashlahah Hajiyat 
Yang dimaksud dengan mashlahah hajiyat jenis ini 
merupakan segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan 
sekunder 38  yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia 
untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.39 Al-
hajiyyat adalah al-mashlahah yang dikandung oleh segala 
perbuatan  dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, 
kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh 
dan menyeluruh. 40  Dengan kata lain, dilihat dari segi 
kepentingannya, maka tingkatan maslahat ini lebih rendah daripada 
mashlahah daruriyat.  
                                                          
37   Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal …, hlm. 106. 
38   Ibid. 
 
39 Romli, Studi Perbandingan Ushul …, hlm. 221. 
40 Asmawi, Perbandingan Ushul Fikih, hlm.,.129. 
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Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk 
meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua 
keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka 
puasa bagi orang yang sedang sakit dan musafir, dan 
diperbolehkannya mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. 
Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahtan yang 
dibutuhkan manusia. Sekiranya jika tidak dapat diwujudkan dalam 
kehidupan tidaklah mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, 
tetapi hanya menimbulkan kesulitan saja.41 
Menghilangkan kesulitan, kepicikan, dan kemaksiatan 
hidup memang termasuk sebgaian dari dasar-dasar pembinana 
hukum Islam yang selamanya harus diperhatikan. 42  Allah tidak 
akan menyulitkan hambanya seperti dalam firmannya Q.S. Al-
Baqarah ayat 6 :  
                    
                
                       
                       
                       
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                      
          
Artinya: 
Wahai orang-orang Yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka 
(berwuduklah) Iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan 
kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, 
dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali; dan jika 
kamu Junub (berhadas besar) maka bersucilah Dengan mandi 
wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau Dalam 
pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat 
buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak 
mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu 
bertayamum Dengan tanah - debu Yang bersih, iaitu: sapulah 
muka kamu dan kedua belah tangan kamu Dengan tanah - debu 
itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu 
kesusahan (kepayahan), tetapi ia berkehendak membersihkan 
(mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya 
kepada kamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Maidah:6)43 
 
3) Mashlahah  Tahsiniyat 
Yang dimaksud tahsiniyat adalah segala sesuatu yang 
merupakan kebutuhan komplementer bagi manusia.44 Maslahat ini 
sering pula disebut dengan mashlahah takmiliyah, maksudnya 
yaitu maslahat yang sifatnya untuk memelihara keindahan dan 
kebaikan budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak dapat 
diwujudkan dalam kehidupan manusia tidaklah menimbulkan 
kesusahan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan 
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Penyelenggara Penterjemah, 1998). 
 
44   Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal …, hlm. 107. 
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manusia.45 Dengan kata lain, kemaslahatan ini mengacu pada unsur 
keindahan saja, namun kemasalahtan seperti ini tetap dibutuhkan 
oleh manusia. Status dan urgensi kemaslahtan ini pada tingkatan di 
bawah hajiyaat. 46 
Contohnya dalam urusan ibadah Allah telah 
mensyari’atkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan 
berpakaian yang indah dan begitu pula pada hadits Nabi SAW 
diajarkan untuk memakai wewangian yang pada dasarnya menjadi 
kesenangan manusia. Dan termasuk pula, contohnya yang 
berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta 
membersihkan diri. 47 
Untuk mecapai ini Islam mensyariatkan ketentuan etis 
hubungan horizontal dalam masyarakat, pranata-pranata dan 
berbagai tingkah laku yang baik dan terpuji menurut pandangan 
akal yang sehat.48 Allah berfirman:  
                            
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47 Romli, Studi Perbandingan Ushul…, hlm. 222. 
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Artinya: 
Katakanlah  siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah 
yang telah dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya (dan siapa 
pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik. (Q.S. al-A’raf:32)49 
 
Jika dalam praktik dan usaha dalam mewujudkan kemaslahatan 
di kehidupan manusia terjadi benturan di antara ketiga bentuk maslahat 
di atas maka harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Jika terjadi 
benturan dua kemaslahatan seperti antara maslahat daruriyat dengan 
maslahat hajjiyat, maka maslahat daruriyat harus didahulukan. 
Karena maslahat daruriryat menyangkut sektor penting, yang paling 
asasi dalam kehidupan yang tidak dapat ditawar-tawar. Jika ia 
terganggu dan tidak dilindungi maka akan mengakibtakan rusaknya 
tatanan kehidupan manusia. Berbeda dengan mashlahah hajjiiyat, ia 
memang penting dan dibutuhkan dan juga harus dipelihara, tetapi jika 
tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan hanya menimbulkan 
kesulitan saja bagi manusia dan tidak sampai pada rusaknya 
kehidupan.50 
Demikian juga halnya antara mashlahah hajjiyat dan 
mashlahah tahsiniyah, maka yang harus didahulukan adalah 
mashlahah hajjiiyat. Sebab, mashlahah hajiyyat menempati posisi 
yang lebih tinggi daripada tahsiniyah. Maslahat tahsiniyah sifatnya 
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Penyelenggara Penterjemah, 1998). 
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untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak 
kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan.51 
b. Maslahat dari segi eksistensinya 
Para ulama ushul membagi mashlahah dari segi eksistensinya atau 
wujudnya menjadi tiga macam, yaitu: 
1) Mashlahah Mu’tabarah 
Yang dimaksud dengan maslahat ini jenis ini ialah 
kemaslahatan yang terdapat di dalam nash secara tegas 
menjelaskan dan mengakui keberadaannya. 52  Yang termasuk 
kedalam maslahat ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan 
dan disebutkan oleh nash, seperti mashlahah memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, Allah SWT 
telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi 
agama,  melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pelaku 
pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina, dan 
begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat  
bahwa semua mashlahah yang dikategorikan dalam mashlahah 
mu’tabarah wajib ditegakan dalam kehidupan, karena dari segi 
tingkatanya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib 
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52 Ibid., hlm. 224. 
44 
 
 
ditegakan.53 Disepakati para ulama bahwa jensi al-mashlahah ini 
merupakan hujjah syar’iyyah yang valid dan otentik.54 
2) Mashlahah Mulgah 
Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini yaitu maslahat 
yang berlawanan dengan ketentuan nash 55 , bahkan ditolak dan 
dianggap bathil oleh syara’.56  Dengan kata lain, maslahat yang 
tertolak karena ada dalil yang menunjukan bahwa ia bertentangan 
dengan ketentuan dalil yang jelas.57 
Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama 
ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang 
perempuan dengan saudara laki-lakinya. 58  Penyamaan antara 
seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang 
pembagian warisan memang terlihat ada kemaslahtan di dalamnya 
tetapi dinamakan al-mashlahah al-mulgah. 59  Karena hal ini 
berlawanan dengan ketentuan nash yang jelas dan rinci yang telah 
disebutkan dalam al-Qur’an,60  sebagai berikut: 
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58 Ibid. 
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                     
                            
                      
                      
                     
                      
          
Artinya: 
Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka 
untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki 
menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-
anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 
dua pertiga dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika 
anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu 
perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap 
seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang 
ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi 
jika si mati tidak mempunyai anak, sedang Yang mewarisinya 
hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu 
pertiga. kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang 
saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu 
perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat 
Yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan 
hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antaranya Yang lebih dekat serta banyak 
manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan 
penentuan bahagian masing-masing seperti Yang diterangkan itu 
ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa’: 11)61 
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Ayat ini, secara tegas dan jelas menyebutkan pembagian 
harta warisan (pusaka) dimana seorang anak laki-laki sama dengan 
dua bagian anak perempuan. Misalnya sekarang persoalannya 
adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata. Setiap 
anak laki-laki memiliki bagian yang sama dengan anak perempuan. 
Alasannya adalah bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam 
keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang 
tampak dan dapat dipahami dari zahir nash adalah nilai seorang 
anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu 
berbanding dua. Artinya alasan (‘illat) pembagian warisan dalam 
nash karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena ingin 
menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya di ubah menjadi 
antara anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat 
bagian yang sama dalam pembagian harta warisan.62 Penyamaan 
dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan 
maslahat mulgah, karena bertentangan dengan nash yang sarih.63 
Kemudian contoh kasus lain ialah menyangkut kasus 
kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada 
bulan Ramadhan. Kasusnya yaitu bahwa Abdurrahman Ibn al-
Hakim, seorang Amir (penguasa) di Andalusia pada masa lalu 
menggauli salah seorang istrinya di siang hari pada bulan 
Ramadhan. Kemudian ia mengumpulkan para ulama dan meminta 
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fawta mereka tenang kafarat apa yang akan ia terima atas 
perbuatanya tersebut. Lalu, salah seorang dari ulama tersebut 
menetapkan kafarat bagi penguasa yang menggauli istrinya di 
siang hari pada bulan Ramadhan dengan berpuasa dua bulan 
berturut-turut. Ulama ini menetapkan kafarat  demi kemaslahatan. 
Di dalam hadits disebutkan ada tiga bentuk kafarat yaitu; 
memerdekakan budak,  berpuasa dua bulan berturut-turut dan 
memberi makan enam puluh orang miskin. Melihat ketiga bentuk  
kafarat ini seharusnya penetapan bentuk kafarat harus berurutan. 
Memerdekakan budak harus didahulukan daripada berpuasa dua 
bulan berturut-turut lalu baru memberikan makan kepada enam 
puluh orang miskin.64  
Akan tetapi jalan yang ditempuh ulama terhadap kafarat 
yang ditetapkan bagi manusia penguasa Andalusia di atas adalah 
memilih bentuk kafarat yang kedua, yaitu puasa dua bulan 
berturut-turut. Pilihan kafarat ini didasarkan kepada kemaslahatan 
karena jika ditetapkan bentuk kafarat yang pertama sudah pasti 
tidak sulit bagi seorang penguasa dan demikian pula dengan 
memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Padahal hakekat 
hukuman kafarat ini bertujuan untuk membuat jera para 
pelakunya.65  
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Namun dalam kasus seperti ini banyak perbedaan pendapat 
di kalangan ulama. Seperti yang disebutkan oleh Mustafa Said al-
Khind bahwa kalangan jumhur berpendapat bahwa kafarat 
sebagaimana disebutkan dalam kasus ini harus secara berurutan, 
karena urutan pertama merupakan lebih utama dari yang kedua dan 
seterusnya. Sebab, jika tidak demikian berarti menyalahi kehendak 
nash. Lain halnya dengan Imam Malik mengatakan boleh saja 
memilih di antara ketiga bentuk kafarat yang disebutkan di atas, 
karena menetapkan kafarat berpuasa bagi penguasa seperti kasus di 
atas bertujuan demi kemaslahatan dan bentuk kedualah yang lebih 
tepat.66 
3) Mashlahah Mursalah  
Yang dimaksud dengan mashlahah mursalah ini adalah  
mashlahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang 
mengakuinya maupun menolaknya. Secara lebih tegas mashlahah 
mursalah ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nash. 
Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
mashlahah mursalah adalah maslahat yang tidak disebutkan oleh 
nash baik penolakannya maupun pengakuannya.67 
Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui 
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secara ekspilit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap 
palsu oleh syara’. Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan 
dengan substansif dengan kaidah hukum yang universal, yakni 
tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut-un bi al-mashlahah. 
Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan 
syar’iyyah, yakni mashlahah mursalah.68 
Dengan demikian mashlahah murslah ini merupkan 
maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan 
dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan kebaikan yang 
dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudhartan. 69  Diakui 
bahwa dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terkahir ini 
terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan 
tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa mashlahah 
mursalah ini dapat dibedakan kepada dua macam yaitu:70 
a) Maslahat pada dasaranya secara umum sejalan dan sesuai 
dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, 
kategori maslahat ini berkaitan dengan maqasid al-Syari’ah 
yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri 
(pokok). 
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b) Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan 
kesungguhannya dan kejelian para mujtahid untuk 
merealisirnya dalam kehidupan. 
3. Persyaratan Mashlahah 
Tentang persyaratan penggunaan mashlahah ini, di kalangan ulama 
ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun 
jumlahnya. Zaki al-Din Sya’ban mislanya menyebutkan tiga syarat yang 
harus diperhatikan bila mengunakan maslahat dalam menetapkan hukum. 
Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut71: 
a. Kemaslahtan itu hendaknya kemaslahtan yang memang tidak ada dalil 
yang menolaknya.  
Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak 
dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan 
anak laki-laki dalam pembagian warisan. Sebab, ketentuan pembagian 
warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak 
dinamakan dengan mashlahah mursalah. Hakekat mashlahah 
mursalah itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang 
menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang 
dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan 
syara’.  
Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah 
menyebutkan dengan maslahat yang sesuai dengan tujuan syara’. 
                                                          
71 Romli, Studi Perbandingan Ushul..., hlm. 229-230. 
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Sementara itu, Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa 
hendaknya maslahat itu menyangkut hal-hal yang bersifat darurui. 
Maksudnya disyaratkan bahwa maslahat itu untuk memelihara 
persoalan yang daruri, seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, 
jiwa, harta, keturunan dan akal. 
b. Mashlahah itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan hal 
yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.  
Menurut Zaki al-Din Sya’ban disyaratkan bahwa mashlahah itu 
bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak 
dapat diamalkan. 
c. Mashlahah hendaklah mashlahah yang bersifat umum 
Yang dimaksud dengan mashlahah yang bersifat umum ini 
adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang 
banyak. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan mashlahah 
kulliyah bukan juziyah. Maksudnya mashlahah yang mendatangkan 
manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.  
Dari ketiga syarat di atas, ternyata ada yang menambahkna syarat 
lainnya lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat 
syarat lain  bahwa mashlahah itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan 
cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial mashlahah  itu harus 
sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, 
sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa  
maslahat mursalah hendaklah maslahat yeng disepakati oleh orang-orang 
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Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikan dalam kehidupan 
mereka.72 
Tentu saja pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada mashlahah 
yang  memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai 
suatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah 
terjadinya kemudhratan. Dari persyaratan mashlahah di atas walaupun 
terdapat perbedaan dikalangan ulama ushul fikih ternyata yang terpenting 
adalah maslahat mashlahah  itu harus sejalan dengan tujuan syara’, 
dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia.73 
4. Kehujjahan Mashlahah  
Jumhur Ulama sebenarnya menerima mashlahah sebagai salah satu 
metode dalam mengistinbathkan hukum Islam. Alasan Jumhur Ulama 
dalam menetapkan mashlahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan 
hukum Islam, antara lain adalah: 
a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukan bahwa setiap 
hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam 
hubungan ini Allah berfirman: 
              
Artinya: 
Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi 
rahmat bagi seluruh manusia. (Q.S. al-Anbiya’, 21: 107).74 
                                                          
72 Romli, Studi Perbandingan Ushul..., hlm. 230. 
73 Ibid.,  hlm. 231. 
74  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998). 
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Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah SAW itu tidak akan 
menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahtan 
umat manusia. Selanjutnya ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan 
Sunnah Rasulullah SAW, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai 
kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, 
memberlakukan mashlahah terhadap hukum-hukum lain yang juga 
mengandung kemaslahatan adalah legal. 
b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 
tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syar’at  Islam 
terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. 
c. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa 
perbuatan sahabat, seperti Umar ibn al-Khaththab tidak memberi 
bagian zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk  Islam), 
karena menurut ‘Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk 
hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur’an atas dasar saran Umar 
ibn al-Khaththab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan 
al-Qur’an dan menuliskan al-Qur’an pada satu logat Bahasa di zaman 
‘Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan 
bacaan al-Qur’an itu sendiri.75 
 
                                                          
75 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publishing House,1996), hlm. 124. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG MUI DAN MEASLES RUBELLA 
DAN FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 
 
A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia 
1. Pengertian, Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia 
Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah yang di 
dalamnya terhimpun para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim 
Indoneisa. Berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang 
berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai adil dan makmur 
rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa 
rabbun ghafur).1  
Organisasi yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H/ 26 Juli 1975 
M ini memiliki visi sebagai  berikut: “Terciptanya kondisi kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan baik, memperoleh ridho dan 
ampunan Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) menuju 
masyarakat berkualitas (khaira ummai) dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam 
(rahmatan lil’alamin).”2 
                                                          
1 Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk 
Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 33. 
2 Wikipedia Bahasa Indonesia, “Majelis Ulama Indonesia” dikutip dari   
https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia  diakses pada hari tanggal 14 November 
2018. 
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Majelis Ulama Indonesia terbentuk berdasarkan musyawarah 
Nasional I MUI yang berlangusng pada tanggal 21-27 Juli 1975 di Balai 
Sidang Jakarta. Tanda berdirinya MUI tersebut diabadikan dalam bentuk 
“Piagam” berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 
orang ulama yang terdiri dari 26 Ketua-Ketua MUI Daerah Tingkat I; 10 
orang ulama unsur organisasi Islam tingkat Pusat, yaitu NU, 
Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Wasliyah, Mathla’ul Anwar, 
GUPPI, PTDI, Dewan  Masjid Indonesia, dan Al-Ittihadiyah; 4 orang ulama 
dari dinas rohaniyah Islam angkatan darat, lait dan POLRI; serta 13 ulama 
undangan perorangan.3 
Adapun misi dari Majelis Ulama Indoneisa yaitu: Pertama, 
menggerakan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengen ,menjadikan 
ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan 
dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah 
Islamiyah, serta menjalankan syari’ah Islamiyah; Kedua, melaksanakan 
dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak 
karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dalam 
berbagai aspek kehidupan; Ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah 
dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 
                                                          
3 Mashudi, Kontruksi Hukum dan…, hlm. 34. 
4Wikipedia Bahasa Indonesia, “Majelis Ulama Indonesia” dikutip dari   
https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia  diakses pada hari tanggal 14 November 
2018. 
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2. Peran Majelis Ulama Indonesia 
Berdasarkan jati diri ulama, maka Majelis ulama Indonesia 
mempunyai peran sebagai:5 
a. Sebagai ahli waris tugas para nabi (waratsat al an-biya)  
Majelis ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas 
para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan 
terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana 
berdasarkan Islam sebagai waratsat al an-biya (ahli waris tugas-tugas 
nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an-
nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan 
sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensiakan menerima 
kritik, tekanan, dan ancaman karena memperjuangkan bertentangan 
dengan sebagai tradisi, budaya dan peradaban manusia.   
b. Sebagai pemberi fatwa  
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi Fatwa bagi 
umat Islam baik dimintai maupun tidak dimintai. Sebagai lembaga 
pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan 
menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran 
faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.  
c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (ra‟iy wa khadim al ummah)  
                                                          
5 Wikipedia Bahasa Indonesia, “Majelis Ulama Indonesia” dikutip dari   
https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia  diakses pada hari tanggal 14 November 
2018. 
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Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat 
(khadim al ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi 
harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka. Dalam kaitannya ini Majelis 
Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik 
langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa 
keagamaan. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu 
tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan 
bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.  
d. Sebagai  penggerak amar makruf dan nahi munkar  
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegak 
Amar Makruf Nahi Munkar, yaitu dengan menegakkan kebenaran 
sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh 
hikmah dan istiqomah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga 
merupakan wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid 
dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan 
masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran 
Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah).  
e. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (al-Tajdid)  
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu 
gerakan pembaharuan pemikiran Islam.  
f. Sebagai pelopor gerakan Ishlah  
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap 
perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan 
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pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat 
menempuh jalan al-jam’u wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan 
tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan 
tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwah) di kalangan umat 
Islam di Indonesia.  
 
3. Metodelogi istinbath hukum MUI dalam penetapan  fatwa 
Fatwa ditetapkan berdasarkan pada al-Qur’an , As-Sunnah/ Hadits, 
Ijma’ dan Qiyas. Keempat hal tersebut merupakan sumber dan dalil hukum 
syara’ yang disepakti oleh Jumhar Ulama. Sedangkan yang lainnya, seperti  
al-istishan, al-istishlah, saddu al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah, dan lain 
sebagainya diperselisihkan keberadannya sebagai dalil hukum.6 
Secara ringkas dasar-dasar penetapan fatwa MUI sebagai berikut: 
Pertama, setiap keputusan fatwa harus memiliki dasar  atas Kitabullah dan  
Sunnah  Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kedua, 
jika tidak terdapat pada Kitabullah dan Sunnah Rasul, keputusan fatwa 
hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-
dalil hukum yang lain, seperti istishan, maslahah mursalah, dan sadd az-
dazariah. Ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau 
pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan 
dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang 
dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Keempat, pandangan 
                                                          
6Mashudi, Kontruksi Hukum dan…, hlm. 39. 
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tenaga ahli dalam biang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya 
dipertimbangkan.7 
Sistem dan prosedur penetapan Fatwa (manhaj fi itsbat al-fatwa) 
diharapkan mampu memberikan jawaban atas setiap persoalan yang 
muncul. Ada tiga pendekatan yang digunakan MUI dalam proses penetapan 
fatwa, yaitu pendekatan nash qath’i, qauli dan manhaji. Bagi MUI, 
penetapan fatwa lewat pendekatan nash saja jelas tidak memadai karena 
nash sifatnya sangat terbatas, sedangkan permasalahan yang terjadi terus 
berkembang. Demikian juga tidak mungkin hanya berpegang kepada aqwal 
yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisnya sudah 
berhenti ratusan tahun yang lalu, padahal persoalan yang terjadi terus 
berlangsung. Keterbatasan pada dua pendekatan tersebut, memerlukan 
suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan, yaitu pendekatan 
manhaji (metodologis).8 
Sistem dan prosedur penetapan Fatwa diatur dengan rumusan 
sebagai berikut: Pertama, setiap masalah yang disampaikan kepada komisi 
hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota 
komisi atu tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. 
Kedua, mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath’i) hendaklah 
komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur 
setelah diketahui ada nashnya dari al-Qur’an dan Sunnah. Ketiga, dalam 
                                                          
7 Mashudi, Kontruksi Hukum dan…, hlm. 39. 
8 Ibid., hlm.  43-44. 
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masalah yang menjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang 
difatwakan adalah hasil seleksi setelah memperhatikan perbandingan 
(muqaranat) hukum agama. Setelah melakukan pembahasan secara 
mendalam dan komprehensif dan memperhatikan pendapat dan pandangan 
yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa dengan 
ketentuan yang berlaku.9 
 
4. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam di Indonesia 
Fatwa sering kali dimaknai dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh para mujtahid sebagai pertanyaan yang diajukan oleh para mustafti 
pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa menempati 
kedudukan sangat penting di dalam hukum Islam karena fatwa adalah 
pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (Fuqaha) tentang 
kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan 
masyarakat.10  
Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan 
hukumnya secara eksplisit (tegas) baik dalam Al-Qur`ān , As-sunnah dan 
Ijma’ maupun pendapat fuqaha terdahulu, oleh karena itu fatwa merupakan 
salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan 
kedudukan hukum masalah tersebut. Kedudukan yang dianggap dapat 
                                                          
9 Mashudi, Kontruksi Hukum dan…, hlm. 45. 
10 Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm. 72. 
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menetapkan hukum atas kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana 
barat mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.11 
 Fatwa kedudukannya dalam sistem hukum Islam saat ini adalah 
hasil dari ijtihad kolektif . Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat 
dipersamakan dengan ijma’ karena ulama yang berperan dalam ijtihad 
kolektif tidak meliputi semua ulama yang menjadi suatu persyaratan bagi 
suatu ijma’, karena kegiatan ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa 
kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan 
sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu 
kegiatan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif). Meskipun terhadap permasalahan 
yang sama, akan tetapi sebaliknya ijma’ tidak memberikan kesempatan 
untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat karena fatwa 
merupakan ijma’, dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerimanya 
atau tidak sebuah fatwa.12 
 
B. Gambaran Umum Measles Rubella 
1. Penyakit Measles Rubella 
a. Gambaran umum penyakit measles/campak/rubeola 
Campak juga disebut rubeola atau campak merah/measles. 
Campak  merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat 
                                                          
11 M Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif 
(Analisis Yuridis Normatif)”, Jurnal, Vol 7 No 1, 2011. 
12 Ibid. 
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mudah menular (ditularkan melalui batuk dan bersin).13 Penyakit ini 
akan memunculkan ruam di seluruh tubuh dan sangat menular.14 
Campak merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dalam keluarga 
paramyxovirus.15 Penyakit  ini akan memunculkan ruam di seluruh 
tubuh dan sangat menular.16 Umunya campak lebih sering menimpa 
anak-anak berusia di bawah lima tahun. Tapi pada dasarnya semua 
orang dapat terinfeksi virus ini, terutama yang belum pernah terkena 
campak atau mendapat vaksinasi campak.17 
Diagnosa campak ditentukan berdasarkan gambaran klinis, 
yaitu tanda dan gejala yang dialami oleh penderita.18 Gejala campak 
mulai sekitar satu hingga dua minggu setelah virus masuk ke dalam 
tubuh.19 Gejala tersebut antara lain demam tinggi, mata merah, bercak 
putih keabu-abuan pada mulut dan tenggorokan, tanda-tanda seperti 
pilek (misalnya radang tenggorokan, hidung beringus atau hidung 
tersumbat),20 bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk 
                                                          
13 Halodoc, “Campak” dikuttip dari https://www.halodoc.com/kesehatan/campak 
diakes pada tanggal 17 Januari 2019 
14 Ibid. 
15 Risky Candra Swari,  “Penyakit Campak” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/penyakit/penyakit-campak/amp/ diakses pada 17 
Januari 2019. 
16 Halodoc, “Campak” dikuttip dari https://www.halodoc.com/kesehatan/campak 
diakes pada tanggal 17 Januari 2019. 
17 Ibid. 
18 Ibid.  
19 Marianti, “Campak” dikutip dari https://www.alodokter.com/campak diakses pada 
tanggal 17 Januari 2019. 
20 Ibid.  
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dan/atau pilek dan/atau konjungtivitas yang dapat berujung pada 
komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat 
menyebabkan kematian.21 Pada puncak penyakit penderita kan merasa 
sangat sakit, ruamnya meluas serta suhu tubuhnya mencapai 40o C, 3-5 
hari kemudian suhu tubuhnya akan kembali turun.22 
Ketika seseorang terkena Campak, 90% orang yang 
berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum 
memiliki kekebalan terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah 
diimunisasi atau pernah terinfeksi virus campak sebelumnya. 23 Campak 
ditularkan melalui percikan cairan yang dikeluarkan oleh pengidap 
campak saat bersin dan batuk.24 Virus campak bisa bertahan selama 
beberapa jam sehingga dapat dengan mudah menempel pada benda-
benda. Saat seseorang kontak dengan benda-benda tersebut maka ia pun 
bisa tertular campak.25 
Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian 
adalah Pneumonia (radang paru) dan ensefalitis (radang otak). Sekitar 1 
dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 
                                                          
21 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9-10. 
22 Wikipedia, “Campak” dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Campak diakses 
pada 17 Januari 2019. 
23 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9. 
24 Halodoc, “Campak” dikuttip dari https://www.halodoc.com/kesehatan/campak 
diakes pada tanggal 17 Januari 2019. 
25 Ibid. 
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1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain 
itu, komplikasi lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 
penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita 
butuh perawatan di Rumah Sakit.26 Kelompok orang yang berisiko 
mengalami komplikasi adalah: bayi di bawah usia satu tahun, orang 
dengan penyakit kronis dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang 
lemah.27 
Sistem kekebalan tubuh manusia secara alami akan melawan 
infeksi virus campak ini, namun  jika komplikasi terjadi atau infeksi 
campak menjadi sangat parah maka hal yang dapat membantu 
mempercepat proses pemulihan yaitu minum banyak air untuk 
mencegah dehidrasi, banyak istirahat dan hindari sinar matahari selama 
mata masih sensitif terhadap cahaya, minum obat penemuan demam dan 
pereda sakit.28 Hingga saat ini penyakit campak belum ditemukan 
obatnya, obat yang diberikan kepada penderita hanya bersifat suportif 
saja.29 
                                                          
26 Kementrian Kesehatan, “Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi Campak dan Rubella, 
Kemnkes Fokus Turunkan Beban dan Dampak Penyakit Tersebut” dikutip dari 
www.depkes.go.id/article/print/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-campak-dan-rubella-kemenkes-
fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html diakses pada tanggal 20 Januari 2019. 
27 Halodoc, “Campak” dikuttip dari https://www.halodoc.com/kesehatan/campak 
diakes pada tanggal 17 Januari 2019. 
28 Marianti, “Campak” dikutip dari https://www.alodokter.com/campak diakses pada 
tanggal 17 Januari 2019. 
29 Kementrian Kesehatan, “Statut Campak dan Rubella Saat Ini Di Indonesia” dikuitip 
dari www.searo.who.int diakses pada 24 Januari 2019. 
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b. Gambaran umum penyakit rubella/ campak jerman 
Rubella atau dikenal juga dengan nama Campak Jerman 
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Rubella.30 Rubella 
merupakan penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan 
dewasa muda yang rentan dengan gejala yang tidak spesifik (tidak jelas) 
dan juga mudah menular. Virus ini biasanya menginfeksi melalui 
pernafasan seperti hidung dan tenggorokan.31 Rubella tergolong infeksi 
ringan, dan biasanya hanya menyerang sekali seumur hidup.32  Penyakit 
ini ditandai dengan ruam merah pada kulit. Meskipun sama-sama 
menyebabkan ruam kemeraha pada kulit, rubella berbeda dengan 
campak. Selain disebabkan oleh virus yang berbeda, efek campak 
umumnya lebih parah dibandingkan rubella.33 
Rubella disebabkan oleh infeksi virus yang menular dari satu 
orang ke orang lain. Seseorang bisa terserang rubella ketika menghirup 
percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin.34 
Kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi air liur penderita 
juga memungkinkan seseorang mengalami rubella. Selain melalui 
                                                          
30 Wikipedia, “Rubella” dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rubela diakses 
pada 24 Januari 2019. 
31 Ibid. 
32 Tjin Willy, “Rubella” dikutip dari  https://www.alodokter.com/rubella diakses pada 
24 Januari 2019. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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beberapa cara di atas, virus rubella juga dapat menular dari ibu hamil ke 
janin yang dikandungnya, melalu aliran darah.35 
Rubella juga bisa ditularkan oleh ibu kepada bayinya.36 Hal 
inilah yang menjadi perhatian bidang kesehatan adalah efek teratogenik 
apabila virus Rubella menginfeksi anak yang berada dekat dengan 
wanita hamil, dan menularkan virus tersebut terutama pada masa awal 
kehamilan (pembentukan janin),37 atau sekitar pada usia kehamilan 12 
minggu.38 Infeksi Rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan 
keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau 
dikenal dengan Congenital Rubella Syndrome (CRS) yang bisa berupa 
ketulian, gangguan penglihatan bahkan kebutaan, hingga kelainan 
jantung, bahkan otaknya bisa mengecil.39 Wanita yang berencana untuk 
memiliki bayi sebaiknya mereka melakukan tes kekebalan rubella 
terlebih dahulu. Mereka yang tidak memiliki atau sedikit memiliki 
                                                          
35 Tjin Willy, “Rubella” dikutip dari  https://www.alodokter.com/rubella diakses pada 
24 Januari 2019. 
36 Wikipedia, “Rubella” dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rubela diakses 
pada 24 Januari 2019. 
37 Kementrian Kesehatan, “Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi Campak dan Rubella, 
Kemnkes Fokus Turunkan Beban dan Dampak Penyakit Tersebut” dikutip dari 
www.depkes.go.id/article/print/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-campak-dan-rubella-kemenkes-
fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html diakses pada tanggal 20 Januari 2019. 
38 Tjin Willy, “Rubella” dikutip dari  https://www.alodokter.com/rubella diakses pada 
24 Januari 2019. 
39 Kementrian kesehatan, “Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi Campak dan Rubella, 
Kemnekes Fokus Turunkan Beban dan Dampak Penyakit Tersebut”, dikutip dari 
www.depkes.go.id/article/print/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-campak-dan-rubella-kemenkes-
fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html diakses 20 Januari 2019. 
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antibody rubella akan dianjurkan untuk melakukan vaksinasi MR. 
Vaksin ini diberikan setiap saat hingga satu bulan sebelum mendapatkan 
kehamilan agar ibu kebal terhadap virus rubella.40 Risiko bayi yang 
terkena CSR dan keparahan dari cacat lahir tergantung di usia kehamilan 
ketika ibu terkena rubelaa, antara lain:41 
1) Jika ibu terkena infeksi rubella ketika usia kehamilan menginjak 11 
minggu, risiko CSR adalah 90 persen. 
2) Jika ibu terkena infeksi rubella ketika usia kehamilan antara minggu 
ke 11-16, risiko CSR adalah sebesar 10-20 persen. 
3) Jika ibu terkena infeksi rubella ketika usia kehamilan antara minggu 
ke 16-20, risiko CSR minimal yaitu tuli. 
4) Jika ibu terkena infeksi rubella ketika usia kehamilan di atas minggu 
ke-20, tidak ada peningkatan risiko CSR. 
Gejala rubella muncul 2 sampai 3 minggu sejak terpapar 
virus, dan dapat berlangusng selama 1-5 hari.42 Gejala tersebut meliputi 
ruam merah yang bermula di wajah, lalu menyebar ke badan dan 
tungkai; demam; sakit kepala; pilek dan hidung tersumbat; mata merah; 
muncul benjolan disekitar telinga dan leher, akibat pembengkakan 
                                                          
40Ursuls Penny, “Rubella: Penyebab Gejala dan Pencegahan” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/doktersehat.com/rubella-campak-jerman/amp/ diakses pada 
tanggal 27 Januari 2019 
41 Ibid. 
42 Tjin Willy, “Rubella” dikutip dari  https://www.alodokter.com/rubella diakses pada 
24 Januari 2019. 
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kelenjar getah bening.43 Rubella pada dewasa dan remaja dapat 
ditambah dengan gejala hilang napsu makan, konjungtivitis (infeksi 
kelopak mata dan bola mata), dan sendi bengkak dan nyeri terutama 
pada usia muda.44 Gejala yang ditimbulkan akibat rubella biasanya 
ringan, sehingga sulit terdeteksi.45 Namun, begitu seseoranng terinfeksi 
virus akan menyebar keseluruh tubuh dalam waktu 5-7 hari. Periode 
yang paling rentan untuk menularkan penyakit ini kepada orang lain 
adalah pada hari pertama sampai hari kelima setalah ruam muncul.46 
Pencegahan rubella terbaik dengan memberi vaksinasi 
sesuai dengan jadwal imunisasi yang sudah disediakan pemerintah. 
Vaksinasi juga dapat diberikan sebelum berpergian ke tempat yang 
endemic rubella serta minimal satu bulan sebelum menjalani kehamilan. 
Pencegahan dari penyakit rubella juga bisa dilakukan dengan 
menerapkan kebiasaan untuk menjaga kebersihan diri yakni dengan 
rutin mandi dan cuci tangan pakai sabun; menghindari kontak dengan 
                                                          
43 Tjin Willy, “Rubella” dikutip dari  https://www.alodokter.com/rubella diakses pada 
24 Januari 2019. 
44 Lika Aprillia Samiadi,”Rubella (Campak Jerman)” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/penyakit/rubella-campak-jerman/amp/ diakses 
pada tanggal 24 Januari 2019. 
45 Tjin Willy, “Rubella” dikutip dari  https://www.alodokter.com/rubella diakses pada 
24 Januari 2019. 
46 Ibid. 
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penderita rubella; dan isolasikan pengidap rubella ke ruangan terpisah 
yang jauh dari anggota keluarga.47 
2. Gambaran Umum Vaksin dan Imunisasi 
a. Pengertian imunisasi dan vaksin 
Imunisasi adalah upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap 
suatu penyakit dengan cara memasukan kuman atau produk kuman yang 
sudah dilemahkan atau dimatikan kedalam tubuh.48 Imunisasi menurut 
Ahmad Syarifuddin “imunisasi adalah tindakan untuk memberikan 
imunitas (perlindungan, proteksi, antibody, kekebalan, resistensi) dari 
serangan penyakit kedalam tubuh manusia. Dalam khazanah kedokteran 
Barat, imunisasi dilakukan dengan cara vaksinasi yaitu memasukan 
vaksin (materi antigen; virus yang telah dimatikan atau dilemahkan; 
racun) pada tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan terhadap 
penyakit, infeksi, dan atau virus tertentu pada tubuh itu.49 Imunisasi 
merupakan suatu program dengan segaja memasukkan antigen lemah 
agar meransang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap 
penyakit tertentu.50  
                                                          
47 Halo Doc, “Rubella” dikutip dari https://www.halodoc.com/kesehatan/rubella 
diakses pada tanggal 27 Januari 2019. 
48 Y.Agus Sudarmanto, Petunjuk Praktis Imunisasi, (Semarang: PT. Trubus 
Agriwidya,1997), hlm. 1. 
49 Ahmad Syarifuddin, Imunisasi Anak Cara Islam, (Sukoharjo: Tiga Satu Tiga, 2009), 
hlm. 42.  
50 Atika  Proverawati  dan  Citra  Setyo  Dwi  Andini, Imunisasi dan Vaksinasi, 
(Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hlm. 8. 
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Sistem imun tubuh mempunyai suatu sistem memori (daya 
ingat), ketika vaksin masuk kedalam tubuh, maka akan dibentuk 
antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memoti akan 
menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Jika tubuh terpapar dua atau 
tiga kali oleh antigen yang sama dengan vaksin maka antibodi akan 
tercipta lebih cepat dan banyak walaupun antigen bersifat lebih kuat dari 
vaksin yang pernah dihadapi sebelumnya. Imunisasi memang tidak 
dapat memberikan perlindungan 100%, tetapi umumnya dapat 
mencegah sampai 96%.51 Oleh karena itu dikutip menurut Atikah 
proverawati, imunisasi efektif mencegah penyakit infeksius. 52 Reaksi 
umum yang paling sering terjadi akibat vaksinasi atau imunisasi adalah 
kemerahan dan pembengkakan pada tempat suntikkan, demam, dan 
ruam pada kulit. Pada kasus yang jarang, imunisasi dapat mencetuskan 
kejang dan reaksi alergi yang berat.53 
Vaksin berasal dari bahasa latin vacca (sapi) dan vaccinia 
(cacar sapi). Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk 
menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat 
mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau 
                                                          
51 Dede Kurniasih dkk. Panduan Imunisasi, (Jakarta: PT. Sarana Kkinasih Satya Sejati, 
2009), hlm. 42. 
52 Atika  Proverawati  dkk,. Imunisasi dan Vaksinasi, hlm. 9. 
53 Ahmad Syarifuddin, Imunisasi Anak  Cara …, hlm. 42. 
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liar.54 Vaksin menurut KBBI adalah bibit penyakit (misal cacar) yang 
sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi.55 Menurut modul 
Kementrian Kesehatan Vaksin adalah suatu produk biologik yang 
terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun kuman yang telah 
dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang timbulnya 
kekebalan tubuh seseorang.56 Vaksin tidak hanya menjaga agar anak 
tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang 
timbul pada masa kanak-kanak.  
Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah 
dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga 
berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya (protein, peptida, 
partikel serupa virus, dsb). Vaksin akan mempersiapkan sistem 
kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan 
partogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa 
membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif. 57 
Vaksin dapat membantu tubuh dengan membuat kekebalan 
yang serupa dengan proses infeksi primer. Namun infeksi yang 
disebabkan oleh vaksin tidak menyebabkan suatu penyakit namun dapat 
                                                          
54 Ratna Rosita, Petunjuk Teknis Imunisasi Meningitis Meningkokus, (Palembang: 
Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan , 2010) hlm. 2. 
55 KBBI Online, “Vaksin” dikutip dari https://lbbi.web.id/vaksin.html diakses pada 
tanggal 25 Ffebruari 2019. 
56 Ratna Rosita, Petunjuk Teknis Imunisasi…, hlm. 2. 
57 Yasmin Soraya, “Pencegahan Infeksi Virus Melalui Vaksin” dikutip dari  
https://prezi.com/pencegahan-inveksi-virus-melalui-vaksin/ diakses tanggal 25 Februari  2019. 
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merangsang sistem imun untuk memproduksi Limfosit T dan antibodi. 
Kadang-kadang setelah mendapatkan vaksin, infeksi imitasi ini dapat 
membuat gejala ringan seperti demam. Gejala ringan ini adalah wajar 
dan dapat dianggap tubuh sedang membuat kekebalan.58 
b. Tahapan produksi vaksin 
Vaksin merupakan antigen (mikroorganisme) yang diiaktivasi 
atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat akan 
menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisma tersebut 
sehingga bila kemudian dia terpapar, akan kebal dan tidak sakit. Dengan 
demikian bahan dasar membuat vaksin tentu memerlukan 
mikroorganisma baik virus maupun bakteri. Menumbuhkan 
mikroorganisma memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu 
tertentu.59  
Mikroorganisma yang tumbuh kemudian akan dipanen, 
diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi dan kemudian dikemas. 
Rangkaian proses pembuatan vaksin berada dibawah regulasi cara 
pembuatan obat yang baik (CPOB) yang juga dikenal sebagai Good 
Manufacturing Practice (GMP) sehingga produk akan terjaga dalam 
kualitas yang baik. Setiap lot yang diproduksi harus lulus pengujian 
mutu (Quality Control), dan jaminan mutu (Quality Assurance). Setiap 
                                                          
58 Yasmin Soraya, “Pencegahan Infeksi Virus Melalui Vaksin” dikutip dari  
https://prezi.com/pencegahan-inveksi-virus-melalui-vaksin/ diakses tanggal 25 Februari  2019. 
59 Biofarrna, “Proses Pembuatan Vaksin”dikutip dari www.biofarma.co.id/proses-
pembuatan-vaksin/  diakses tanggal 25 Februari 2019. 
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lot produk yang dihasilkan akan dilaporkan ke Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) untuk kemudian diperiksa dan bila sudah lulus, 
BPOM akan mengeluarkan sertifikat lulus uji untuk setiap lot vaksin. 
Dengan demikian dapat dilihat bagaimana setiap lot yang dihasilkan 
sangat terjaga kualitasnya.60 
Vaksin baru yang digunakan oleh masyarakat sudah melalui 
proses tahapan uji klinik, sebelum vaksin dipasarkan, sudah melewati 
uji klinik, fase 1, fase 2 sampai fase 3, setelah vaksin diregistrasi di 
Badan POM untuk mendapatkan ijin edar, setelah produk dipasarkan, 
akan dilakukan Post Marketing Surveillance (PMS), yaitu untuk melihat 
imunitas atau kekebalan yang terbentuk di masyarakat, setelah 
dilakukan imunisasi dan keamanan vaksin sehingga diketahui 
efektivitas dan kualitas vaksin tersebut. 61 
Membuat vaksin jenis baru bukanlah hal yang mudah. Mulai dari 
riset beban penyakit, hingga menemukan bibit mikroorganisma yang 
baik dan formulasinya dapat memakan waktu 12 tahun. Setiap tahap 
pengembangan ini senantiasa harus dalam tatanan cara pembuatan obat 
yang baik (CPOB). Sistem CPOB dan dokumentasi harus 
terimplementasi dengan baik. Riset yang lama dikarenakan bahwa bibit 
yang dipakai nantinya harus terbukti mempunyai karakter yang aman 
dan imunogenik. 62 
                                                          
60 Biofarrna, “Proses Pembuatan Vaksin”dikutip dari www.biofarma.co.id/proses-
pembuatan-vaksin/  diakses tanggal 25 Februari 2019. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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Bio Farma mengambil kebijakan untuk pengembangan produk 
baru mengimplementasikan free animal origin (bebas unsur hewani), 
artinya bebas bahan berasal hewan. Setelah melalui tahap uji di 
laboratorium, kemudian uji preklinis pada hewan, dan bila terbukti 
berpotensi dan aman, baru vaksin tersebut memasuki tahap uji klinis.  
Uji klinis adalah uji yang dilakukan pada manusia untuk 
mengevaluasi bahwa suatu obat atau vaksin mempunyai manfaat dan 
aman atau mempunyai efek samping yang bisa ditoleransi. Uji klinis 
terbagi dalam 3 tahap; fase I, II dan III. Fase I biasanya dilakukan pada 
orang dewasa, untuk melihat efek yang dihasilkan oleh vaksin pada 
orang dewasa. Semua reaksi yang timbul dicatat dengan detail, juga 
dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat fungsi hati, ginjal 
dan atau organ tubuh lainnya. Pada fase I ini biasanya melibatkan 
jumlah orang yang sedikit. Bila hasil fase I menunjukkan bahwa vaksin 
tidak memberikan efek yang berbahaya, studi dilanjutkan ke fase II. 
Fase II dilakukan pada populasi target vaksin itu diberikan misalnya 
bayi. Selain keamanan vaksin juga dilihat respon antibodi yang 
dihasilkan. Vaksin yang baik dikatakan dapat melindungi setidaknya 
80% dari total penerima vaksin. Antibodi yang terbentuk pada subjek 
uji klinis dibandingkan sebelum dan setelah imunisasi.63 
 
                                                          
63 Biofarrna, “Proses Pembuatan Vaksin”dikutip dari www.biofarma.co.id/proses-
pembuatan-vaksin/  diakses tanggal 25 Februari 2019. 
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c. Manfaat  vaksin 
Vaksin sangat penting untuk melindungi bayi terhadap 
penyakit-penyakit menular, yang bahkan bisa membahayakan jiwa. 
Sedangkan menurut Yusrianto vaksin bertujuan agar zat kekebalan 
tubuh balita terbentuk sehingga resiko untuk mengalami penyakit yang 
bersangkutan lebih kecil. Tujuan diberikannya vaksin adalah diharapkan 
agar anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan 
angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan 
akibat penyakit tertentu.64  
3. Gambaran Umum Vaksin MR 
a. Pengertian vaskin MR 
Vaksin MR adalah singaktan dari Measles (M) dan rubella (R) 
adalah penggantti vaksin  MMR yang sudah menghilang dari pasaran.65  
Vaksin MR merupakan vakisn kombinasi dari vaksin campak dan 
vaksin rubella. Vaksin ini diberikan untuk mencegah terjadinya 
penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella (campak 
Jerman).66 Vaksin ini merupakan vaksin hidup yang ditemukan (live  
attenuated) berupa serbuk kering dengan pelarut.67  
                                                          
64 Yanti Mulyanti, “Faktor-Faktor Internal Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan 
Imunisasi Dasar Balita Usia 1-5 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Situ Gintung Ciputat Tahun 
2013”, Skripsi, UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2013,  hlm. 15. 
65Wikipedia Bahasa Indonesia, “Vaksin MR” dikutip dari 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Vaksin_MR diakses pada 1 Januari 2019. 
66 Ibid. 
67 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR), (Jakarta: 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), hlm. 14. 
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Kemasan vaksin adalah 10 dosis per vial. Setiap dosis vaksin 
mengandung:  1000 CCD50 virus campak dan 1000 CCID 50 virus 
rubella.68 Vaksin MR diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. 
vaksin hanya boleh dilarutkan dengan pelarut yang disediakan dari 
produsen yang sama. Vaksin yang sudah dilarutkan harus segera 
digunakan paling lambat 6 jam setelah dilarutkan.69 Pada tutup vial 
vaksin terdapat indikator paparan suhu panas berupa Vaccine Vial 
Monitor (VVM), vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin dengan 
kondisi VVM A atau B,70 
Kontraindikasi vaksinasi MR yaitu individu yang sedang dalam 
terapi lortikosteroid, imunosupresan dan radioterapi; wanita hamil; 
keukimia, anemia berat dan kelainan darah lainnya; kelainan fungsi 
ginjal berat; decompensation cordis; setelah pemberian gamma globulin 
atau transfuse darah; dan memiliki riwayat alergi terhadap komponen 
vaksin. Pemberian imunisasi dapat ditunda apabila dalam keadaan 
demam; batuk pilek; dan diare.71 
 
 
                                                          
68 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR), (Jakarta: 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), hlm. 14. 
69 Ibid., hlm. 15. 
70 Ibid. 
71 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye…,  hlm. 15-16. 
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b. Kandungan Vaksin MR 
Dalam vaksin MR (Measles, Rubella) antigen yang dipakai 
adalah Virus Campak Strain Edmonson yang dilemahkan, Virus Rubella 
Strai RA 27/3 yang dilemahkan, dan dikembangbiakan di embrio sel 
ayam untuk campak, dan human diploid cell untuk rubella, serta bahan-
bahan tamabahn lain sebagai katalisator.72  Selain itu dalam vaksin MR 
produk dari SII seperti yang telah disebutkan Laporan Kajian Vakisn 
MR dari LPPOM MUI melalui suratnya nomor DN15/Dir/LPPOM 
MUI/VIII/2018 dan yang disampaikan dalam Sidang Fatwa MUI pada 
tanggal 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat 
penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang 
diberikan oleh SII (Serum Intitue of  India) sebagai produsen Vaksin 
MR berasal dari bahan yang mengandung babi yaitu gelatin yang berasal 
dari  kulit babi dan trypsin yang berasal dari prankeas babi; selain itu 
terdapat juga bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi 
dalam proses produksinya, yaitu lactalbumin hydrolysate, dan juga 
mengandung bahan human diploid cell.73 
Strain Edmonson atau galur adalah  satu generasi keturunan 
dari suatu individu. Dalam mikrobiologi galur adalah koloni mikroba 
                                                          
72 Hidayatullah.com, “Ini Kandungan Haram Vaksin MR” dikutip dari 
https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/21/149047/ini-kandungan 
haram-vaksin-mr.html diakses pada tanggal 1 November 2018.  
73 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 11. 
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(atau hasil biaknya) dengan sifat-sifat fisiologi yang sama sebagai hasil 
proses isolasi atau rekayasa lainnya untuk menemukan sifat itu.74 
Sedangkan Antigen virus rubella strai RA 27/3 adalah antigen yang 
berasal dari pengembakbiakan virus rubella itu sendiri.75  Virus strain 
Edmonson yang dilemahkan dan Virus rubella strain 27/3 dilemahkan 
dengan cara  mengurangi virulensi dari pathogen.76 Dalam vaksin yang 
mengandung virus yang dilemahkan partikel virus hidup dengan 
virulensi yang sangat rendah diberikan. Mereka akan bereproduksi 
tetapi sangat lambat. Karena mereka bereproduksi dan terus menyajikan 
antigen di luar vaksinasi awal, penguat diperlukan lebih jarang.77 Virus 
campak yang dilemahkan dapat merangsang respon kekebalan dengan 
baik  sama seperti orang tersebut terinfeksi oleh virus atau bakteri di 
alam.78   
Kandungan lainnya yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi, 
Gelatin adalah bahan yang diperoleh dari jaringan kolagen binatang. 
Jaringan kolagen tersbut berasal dari bagian tulang keras, tulang rawan, 
                                                          
74 Wikipedia, “Galur” dikuti dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Galur diakses pada 1 
Maret 2019. 
75 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
76 Wikipedia, “Vaksin yang Dilemahkan” dikutip dari 
https://en.mwikipedia.org/wiki/Attenuated-vaccine diakses pada 1 Maret 2019 
77 Ibid. 
78 WHO, “Vaksin Hidup Yang Dilemahkan” di kutip dari http://in.vaccine-safety-
training.org/live-attenuated-vaccines.html  diakss pada 4 Mmaret 2019.  
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tendon, atau kulit. Gelatin di dalam vaksin adalah gelatin murni dan 
telah mengalami proses hidrolisis.79 Fungsi gelatin ditambahakan ke 
dalam vaksin yaitu sebagai stabilizer, yaitu untuk melindungi antigen 
vaksin dari perubahan suhu yang ekstrim agar tetep bagus selama proses 
distribusi dan penyimpanan.80 Selain itu stabilisator juga berperan untuk 
mencegah pelekatan komponen-komponen vaksin di dinding 
kemasannya.81 
Selanjutnya tripsin dari prankeas babi, Tripsin adalah jenis 
protein yang secara alami dihasilakan di prankeas babi.82  Secara umum 
tripsin tidaklah ditemukan dalam produk akhir vaksin. Jikapun 
ditemukan, maka tidak dalam konsentarsi yang signifikan. Hal ini terjadi 
karena tripsin terlibat hanya pada tahap-tahap awal pembutan produk 
vaksin.83 Tripsin berfungsi sebagai katalisator di dalam proses  
pertumbuhan mikroba dalam media sehingga hasil yang didapatkan bisa 
lebih banyak dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu tripsin juga 
mencegah pelekatan sel-sel bakteri atau virus dari tempat pertumbuhan 
                                                          
79 University of Oxfoed, “Vaccine Ingredients” dikutip dari 
http://www.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients#gelatine  diakes 1 januari 2019. 
80  Saifudin Hakim, “Kandungan Gelatin Babi (Procine-Derived Gelatin)  dalam 
Vaksin: dikutip dari https://kesehatanmuslim.com/kandungan-gelatin- babi-procine-derived gelatin-
dalam-vaksin/ diakses pada 4 Maret 2019. 
 
81 Sukamto Mamada, “Mengenal Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip 
https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-
dalam-pembuatan-vaksin?page=all dari diakses pada 4 Maret 2019. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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selama proses pengkulturan. Tripsin juga bisa menstimulasi kultur 
virus/bakteri sehingga sifat pemicu imunya bisa diaktifkan.84 
Bahan human diploid cells yang terkandung di dalam vaksin 
MR produk dari SII digunakan untuk pengembangan vaksin Rubella.85 
Penggunaan sel diploid manusia untuk pengembangan vakisn rubella 
dimulai ketika pada pertengahan 1960-an saat terjadi wabah rubella.86 
Infeksi rubella pada perempuan hamil menyebabkan congenital rubella 
syndrome (CRS). Tapi di tahun 1960, pengobatan belum semaju 
sekarang dan belum ada vaksinnya, jadi ancaman CRS benar-benar 
mengerikan, ribuan ibu hamil terpaksa melakukan aborsi pada masa 
itu.87 
Pada masa itulah peneliti tertarik untuk meneliti virus Rubella. 
Bagaimana cara mendapatkan virusnya? Tentu saja diambil dari janin 
yang terinfeksi virus ini, karena virusnya tidak ditemukan di janin sehat. 
Jadi virus Rubella ini pertama kali didapatkan dari janin yang terinfeksi 
oleh virus Rubella, jadi terpaksa digugurkan di trimester pertama (bukan 
                                                          
84 Sukamto Mamada, “Mengenal Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip 
https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-
dalam-pembuatan-vaksin?page=all dari diakses pada 4 Maret 2019. 
85 Hidayatullah.com, “Ini Kandungan Haram Vaksin MR” dikutip dari 
https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/21/149047/ini-kandungan 
haram-vaksin-mr.html diakses pada tanggal 1 November 2018.  
86 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
87 Ibid. 
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janin sehat yang disengaja digugurkan).88 Stanley Plotkin, peneliti dari 
kalangan akademisi (Emeritus Professor di Universitas Pennsylvania) 
bekerja di Wistar Institute, Institute Non-Profit yang murni 
mengabdikan diri untuk penelitian bukan produsen pabrik vaksin, 
mencoba mengembang biakkan virus rubella ini (yang diberi nama 
RA27/3) pada sel diploid manusia (WI-38), sebuah sel sehat yang 
didapatkan dari janin pada trimester pertama melalui aborsi legal. Yang 
harus digarisbawahi di sini, sel itu bentuknya kecil sekali, kira-kira 
sepersepuluh diameter rambut. Jadi yang diambil sel yang sangat kecil 
ini, bukan virus dikembang biakkan di janin. Sel hidup berkembang biak 
dengan cara membelah diri berulang-ulang, jadi sebenarnya lewat sel 
yang sangat kecil ini peneliti mencoba ‘menggandakan’ sel di 
laboratorium, tanpa perlu mengambil sel dari banyak janin jika ingin 
memperbanyak sel secara masal. Demikian pula virus bisa dikembang-
biakkan di media sel ini di laboratorium. 89 
c. Tujuan Vaksin MR90 
1) Meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap Campak dan Rubella 
secara cepat. 
2) Memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella.  
                                                          
88 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
89 Ibid. 
90 Unicef, “Preview  FA Unicef Imunisasi Masal Campak Rubella” dikutip dari 
https://www.unicef.org diakses pada tanggal 4 November 2018. 
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3) Menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella.  
4) Menurunkan angka kejadian CRS 
4. Vaksinasi MR di Indonesia 
Vaksinasi adalah tindakan memberi vaksin untuk merangsang 
pembentukan imunitas secara aktif pada tubuh seseorang sehingga akan 
didapatkan kekebalan aktif, jadi terdapat dua jenis kekebalan yang dimiliki 
tubuh, yaitu kekebalan pasif dan kekebalan aktif. Kekebalan pasif diperoleh 
dari luar tubuh bukan dibuat sendiri oleh badan kita. Sedangkan kekebalan 
aktif adalah kekebalan yang dibuat oleh tubuh sendiri akibat terpapar 
dengan mikroorganisme atau karena pemberian vaksin.91 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya vaksinasi MR masuk 
kedalam program pemerintah yaitu kampanye imunisasi MR. Kegiatan ini 
didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Agama, Tim Penggerak PKK Pusat, Ikatan 
Dokter Anak Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat 
Nasional Indonesia, dan juga lembaga serta organisasi terkait lainnya.92 
Kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) adalah suatu kegiatan 
imunisasi secara masal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi 
penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan 
                                                          
91 Sri Rezeki, Panduan Imunisasi Anak:Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati, 
(Jakarta: PPIDAI IDAI, 20111), hlm. 19-20. 
92Kementrian Kesehatan,  “Imunisasi Measles Rubella Lindungi Anak Kita” dikutip 
dari https://www.depkes.co.id/article/print/18080200002/imunisasi-mr-lindungi-anak-indonesia-
dari-kecacatan.html  diakses pada 8 November 2018. 
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<15 tahun.93 Kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) adalah suatu 
kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan 
transmisi penularan virus campak dan rubella secara cepat, tanpa 
mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Imunisasi ini sifatnya 
wajib dan tidak memerlukan individual informed consent.94 Hal ini 
dilakukan karena berdasarkan data surveilans kasus rubella terbanyak di 
Indonesia adalah pada usia di bawah 15 tahun. Untuk mencapai eliminasi 
rubella di Indonesia maka kelompok usia inilah yang mnejadi focus utama 
dan harus segera diimunisasi.95  
Kampanye imunisasi MR dilaksanakan dalam waktu dua bulan 
penuh di masing-masing daerah termasuk sweeping. Kegiatan sweeping 
dilakukan untuk menjangkau sasaran yang belum diberikan imunisasi 
karena sakit, sedang bepergian, orang tua sibuk, tidak mengetahui mengenai 
adanya kampanye imunisasi MR maupun alasan lainnya. 96 Waktu dan 
periode pelaksanaan kampanye imunisasi MR dibagi ke dalam 2 fase, 
yaitu:97 
                                                          
93 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Pedoman Kampanye Imunisasi 
Campak dan Rubells (MR) Untuk Guru Dan Kader.pdf” diunduh dari https://searo.who.int pada 5 
November 2019. 
94 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye…, hlm.  6. 
95 Biofarma, 20 Fakta tentang Vaksin MR (Mesles Rubella) yang Wajib Diketahui! 
Dikutip dari http://www.biofarma.co.id diakses pada tanggal 4 November 2018. 
96 Biofarma, 20 Fakta tentang Vaksin MR (Mesles Rubella) yang Wajib Diketahui! 
Dikutip dari http://www.biofarma.co.id diakses pada tanggal 4 November 2018. 
97 Kementrian Kesehatan,  “Imunisasi Measles Rubella Lindungi Anak Kita” dikutip 
dari https://www.depkes.co.id/article/print/18080200002/imunisasi-mr-lindungi-anak-indonesia-
dari-kecacatan.html  diakses pada 8 November 2018. 
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a. Fase pertama dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2017 di 
seluruh Jawa,  
b. Fase  kedua dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2018 di 
seluruh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku 
dan Papua. 
Target cakupan kampanye imunisasi MR adalah minimal 95%. 
Untuk itu diperlukan strategi agar berhasil mencapai target yang 
diharapkan. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR dibagi menjadi 2 tahap : 
a. Tahap pertama pemberian imunisasi MR di seluruh sekolah yang terdiri 
dari sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, 
SD/MI/sederajat, SDLB dan SMP/MTs/sederajat dan SMPLB.98  
b. Tahap kedua pemberian imunisasi untuk anak-anak di luar sekolah usia 
9 bulan – <15 tahun di pos-pos pelayanan imunisasi seperti Posyandu, 
Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Sakit 
dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 99 
Alasan utama pemberian imunisasi di sekolah lebih dahulu yaitu 
lebih mudah dilakukan karena sasaran sudah terkumpul dan anak yang 
belum mendapatkan imunisasi lebih mudah diidentifikasi dan 
ditindaklanjuti. Setelah pemberian imunisasi di sekolah sekolah selesai, 
maka dilanjutkan dengan pemberian imunisasi di pos-pos pelayanan 
imunisasi lainnya. 100 
                                                          
98 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi..., hlm. 19. 
99 Ibid.  
100 Ibid. 
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Pembiayaan kampanye dan introduksi imunisasi MR ini berasal 
dari, hibah luar negeri GAVI (Global Alliance for Vaccine and 
Immunization),101 dana APBN (Dekonsentrasi, DAK non fisik/BOK), 
APBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta sumber lainnya yang 
sah.102 Biaya yang bersumber dari APBN dan GAVI untuk pelaksanaan 
kampanye ini mencapai 893 miliar. Kemenkes bersama WHO melakukan 
pendampingan bagi Dinas Kesehatan untuk dapat mengidentifikasi daerah 
rentan dan menemukan cara-cara demi memastikan paling tidak 95% anak 
terimunisasi.103 
Jika cakupan imunisasi rubella baik pada saat kampanye maupun 
rutin tidak mencapai target minimal 95% maka dapat menyebabkan 
peningkatan kerentanan wanita usia subur, yang dapat meningkatkan risiko 
CRS (efek paradoks). Dengan cakupan yang tinggi dan merata dapat 
menurunkan atau memutuskan transmisi rubella sehingga menurunkan 
risiko paparan rubella pada wanita hamil. 104 
 
                                                          
101 Kementrian Kesehatan,  “Imunisasi Measles Rubella Lindungi Anak Kita” dikutip 
dari https://www.depkes.co.id/article/print/18080200002/imunisasi-mr-lindungi-anak-indonesia-
dari-kecacatan.html  diakses pada 8 November 2018. 
102 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi…, hlm. 21. 
103 Kementrian Kesehatan,  “Imunisasi Measles Rubella Lindungi Anak Kita” dikutip 
dari https://www.depkes.co.id/article/print/18080200002/imunisasi-mr-lindungi-anak-indonesia-
dari-kecacatan.html  diakses pada 8 November 2018. 
104 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi…, hlm. .21. 
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C. Fatwa MUI Nomor 33 Tahuan 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR 
(Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) untuk 
Imunisasi105 
FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Nomor : 33 Tahun 2018 
Tentang 
PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII 
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah: 
Menimbang : 
a. bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan 
Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah 
menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan 
kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena 
penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, 
dibutuhkan ikhitar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi; 
b. bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya 
penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi 
MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan 
fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR 
tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek 
keagamaan; 
c. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan 
fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar 
digunakan sebagai pedoman. 
Mengingat:  
1. Al-Quran al-Karim 
a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam 
kebinasaan, antara lain: 
“…Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan… QS Al-Baqarah [2]: 195 
b. Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak meninggalkan 
generasi yang lemah, antara lain: 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak -anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
                                                          
105 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi. 
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mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar.” (QS. Al-Nisa: 9) 
c. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan 
thayyib , antara lain: 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168). 
d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan 
syar’i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain: 
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173) 
.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang 
diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 
memakannya... (QS. Al-An’am : 119) 
2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain: 
“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak 
menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. (HR. al-
Bukhari) 
“Berobatlah,  karena  Allah  tidak  menjadikan  penyakit  kecuali 
menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)”. (HR. 
Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah) 
“Dari  Abu  Darda’,  ia  berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda: 
Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap 
penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. 
(HR. Abu Dawud) 
“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau 
Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya 
(sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar 
mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan 
susu unta tersebut”. (HR. al-Bukhari) 
Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak 
boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) 
membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang 
merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah) 
Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin 
Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd 
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tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Bila 
kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk 
ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu 
daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah 
tersebut". (HR. al-Bukhari). 
Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu 
Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau bersabda):  
“Janganlah kalian  mendatangkan  orang yang sakit kepada orang yang 
sehat” ... (HR. al- Bukhari). 
Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah saw , katakau: Wahai Rasulullah, apa 
pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat -
obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal 
yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami 
menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah” (HR. 
al-Tirmidzi). 
 
 
3. Kiadah-kaidah fikih: 
“Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan 
sarananya”    
"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan" 
“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.” 
“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.” 
"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah 
(timbulnya) kemadharatan yang merata"  
“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.” 
“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar 
(kebutuhan)-nya.”  
“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena 
adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar 
dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat. 
Memperhatikan: 
1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab Qawa’id Al-Ahkam 
yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis 
jika tidak ditemukan yang suci: 
“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan 
benda  suci  yang  dapat  menggantikannya,  karena  mashlahat kesehatan 
dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda 
najis”. 
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2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu’ juz 9 halaman 55) yang 
menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu : 
“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat 
Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan 
apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. 
Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram 
hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan 
pendapat. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak 
menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, 
maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat 
alternatif yang tidak mengandung najis dantidak haram apabila belum 
menemukan selain benda najis tersebut. 
Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat 
Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat 
tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat 
kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan 
kredibel, pen) merekomendasikan  obat –dengan benda najis itu’ 
3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab Mughni 
al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau 
yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat 
menggantikannya: 
“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda 
suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, 
Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79). 
4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab Nihayatul Muhtaj juz 1 
halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan 
adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut: 
“... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku ‘Uraniy untuk meminum air 
kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan 
sekalipun ia najis, kecuali khamr” 
5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, juz 2 
halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam 
kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi 
darurat : 
“Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal 
kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis 
penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut 
madzhab Syafi’i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam 
pakaian dan badan kecuali dalam kondisi dlarurat, dan boleh dalam selain 
keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu 
najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar 
al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing 
dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh 
dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan 
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khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk 
dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam 
kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau 
khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak 
ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, 
dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing 
dan bangkai lannya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut 
pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan. 
6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 
halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan 
pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut\ 
“.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya 
lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan 
babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat 
dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena 
dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan. 
7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir juz 2 
halaman 115 yang menjelaskan definisi dlarurat dan kebolehan 
mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena dlarurat, 
sebagai berikut: 
...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan 
terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas 
jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan.. 
8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni juz 9 halaman 416 
sebagai berikut 
Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab 
kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, 
karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemslahatan menjauhi hal yang 
najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor. 
9. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 
4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai 
berikut: 
Definisi  dlarurat  dan  hukumnya:  yaitu  takut  atas  jiwa  dari 
kebinasaan,  dengan  pengetahuan  (secara  pasti)  atau  dugaan (prediksi). 
Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir 
meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan 
kebinasaan tersebut bersifat prediktif. 
10. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan 
Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral ( OPV) Tahun 2005; 
11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan. 
12. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi 
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13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang 
diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiyah Tegal yang terkait dengan 
imunisasi; 
14. Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan 
RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain menyepakati adanya 
pengajuan sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang digunakan untuk 
imunisasi MR serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi 
MR di Indonesia sebagai pedoman. 
15. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 
6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan 
Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya menjelaskan 
bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban 
Pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi anak dan masyarakat 
Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dan karenanya 
Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi 
MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari 
aspek keagamaan 
16. Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor 
DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang 
Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya 
menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang 
dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen 
Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut: 
a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit 
babi dan trypsin yang berasal dari pankreas babi. 
b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses 
produksinya, yaitu laktalbumin hydrolysate. 
c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell. 
17. Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIPI (Kejadian Ikutan Pasca 
Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus 
ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan 
Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 
2018 yang antara lain: 
a. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang 
disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. 
Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan 
pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau 
konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa 
pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan 
kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang 
berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum 
kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi 
atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya. 
b. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi 
anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, 
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akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat 
adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita 
hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu 
hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada 
bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital 
(Congenital Rubella Syndrome/CRS). 
c. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah 
adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak (ensefalitis). 
Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi 
radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi 
radang otak. Selain itu, komplikasi lain adalah infeksi telinga yang 
berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang 
menyebabkan penderita butuh perawatan di RS. 
d. Jumlah kasus Campak dan Rubella dan kematian dalam 5 tahun 
terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014 : jumlah kasus suspek 
12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif 
Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 
kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 
: jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif 
campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 : jumlah kasus suspek 
15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak, 1.284 positif 
Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli) : jumlah kasus 2.389 (383 
positif campak, 732 positif Rubella), sehingga total kasus campak-
rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus 
(8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang lebih 89% 
kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan 
untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia di 
bawah 15 tahun. 
e. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di 
Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan 
akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan 
masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang 
lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan 
kejadian penyakit campak serta rubella maka direkomendasikan agar 
dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan 
sampai dengan <15 tahun. Bila tidak dilakukan kampanye dengan 
sasaran sebagaimana direkomendasikan maka akan terjadi 
peningkatan jumlah akumulasi kasus penyakit campak dan rubella 
f. Pelaksanaan kampenya imunisasi MR dimaksudkan untuk 
meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit 
Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan 
kematian. Juga untuk memutuskan transmisi virus Campak dan 
Rubella, menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella serta 
menurunkan angka kejadian CRS. 
g. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR 
produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa 
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vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi WHO dan 
jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksi MR yang 
lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan 
nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang belum 
memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya. 
18. Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan, 
Komnas KIPI, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi syarat 
kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan mengenai 
urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk 
mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan 
penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR 
sudah memenuhi keriteria dlarurat syar’iyyah mengingat bahaya yang 
ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain 
yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk 
melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella. 
19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi 
Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20 Agustus 2018. 
Memutuskan 
Menetapkan  : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR 
(MEASLES   RUBELLA) PRODUK DARI SII 
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK 
IMUNISASI 
Pertama  : Ketentuan Hukum 
  1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan 
turunannya hukumnya haram 
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) 
hukumnya haram karena dalam proses produksinya 
memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. 
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of 
India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena : 
a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah) 
b. Belum ditemukan vaksin MR tyang halal dan suci 
c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan 
dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat 
tidak diimunisasi dan belum adanya baksin yang 
halal 
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana 
dimaksud oada angka 3 tidak berlkau jika ditemukan 
adanya vaksin yang halal dan suci. 
Kedua  : Rekomendasi  
  1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal 
untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. 
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2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin 
yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan 
keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan 
pengobatan. 
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, 
serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk 
muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam 
dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang 
suci dan halal. 
Ketiga  : Ketentuan Penutup 
1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan jika dikemudian hari ternyata membutuhkan 
perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan 
dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 
menyebarluaskan fatwa ini. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Istinbath Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 
2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII 
Serum Intitute of India) untuk Imunisasi 
Program Nasional Imunisasi Dasar Lengkap merupakan salah satu 
wujud dari kepedulian pemerintah Indonesia kepada segenap bangsa Indnesia 
terutama anak-anak dalam rangka menjaga kesehatan anak Indonesia.1 Program 
ini dilakukan  untuk mencegah berbagai penyakit yang berbahaya. Salah satu 
jenis imunisasi yang ada di dalam program ini dalah vaksinasi MR (measles 
rubella).2 Seperti yang telah dipaparkan di bab III, vaksinisasi MR adalah 
vaksin untuk mecegah anak terjangkit penyakit measles rubella. Vaksinisasi ini 
diwajibkan oleh pemerintah karena saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya 
penyakit Campak dan Rubella di Indonesia.3.  
Di dalam vaksin MR mengandung beberapa bahan yang hukumnya 
haram menurut Islam karena mengandung  bahan yang berasal dari babi, antara 
lain yaitu gelatin dari kulit babi dan  tripsin dari prankeas babi, dan  juga 
mengandung bahan yang berkemungkinan besar bersentuhan dengan babi 
                                                          
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan 
(Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Inodnesia Nomor 5063). 
2 Ibid. 
3 Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakisn MR (Measles 
Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 1.  
96 
 
 
dalam proses produksinya, yaitu lactalbumin hydrolysate, selain itu juga 
mengandung bahan yang berasal dari tubuh manusia yaitu human diploid cell.4 
Walaupun mengandung bahan-bahan haram dan terjadi perbedaan 
pendapat dikalangan mazhab tapi pemerintah Indoensia tetap mewajibkan 
vaksin MR ini dan Majelis Ulama Indonesia menghukum penggunaan vaksin 
MR saat ini adalah mubah walaupun hukum vaksin MR itu sendiri adalah 
haram. MUI menetapkan hukum penggunaan vaksin ini dengan bererapa dasar 
pertimbangan antara lain yakni5: 
1. Bahwa  saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan 
Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah 
menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan 
kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena 
penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, 
dibutuhkan ikhitar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi; 
2. Bahwa  untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya 
penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi 
MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan 
fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR 
tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek 
keagamaan; 
                                                          
4 Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakisn MR (Measles 
Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9.  
5 Ibid., hlm. 11. 
97 
 
 
3. Bahwa  atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan 
fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar 
digunakan sebagai pedoman. 
Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa penetapan 
fatwa MUI harus didasarkan pada: Pertama, setiap keputusan fatwa harus 
memiliki dasar  atas Kitabullah dan  Sunnah  Rasul, serta tidak bertentangan 
dengan kemaslahatan umat. Kedua, jika tidak terdapat pada Kitabullah dan 
Sunnah Rasul, keputusan fatwa  hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, 
qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istishan, 
mashlahah mursalah, dan sadd az-dazariah. Ketiga, sebelum pengembalina 
keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab 
terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang 
berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda 
pendapat. Keempat, pandangan tenaga ahli dalam bidnag masalah yang akan 
diambil keputsan fatwanya dipertimbangkan.6  
 Berdasarkan metode istinbath hukum yang telah ditetapkan oleh ulama 
ushuliyyin yang kemudian dikombinasikan dengan hasil sidang pleno MUI pada 
tanggal 18 Januari 1986, maka dengan konsisten MUI menetapkan fatwa sesuai 
dengan yang telah diuraikan di atas. Hal ini terlihat dari konsideran fatwa 
tersebut, bahwa dalam fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, komisi fatwa telah 
merumuskan dalil-dalil yang terkait perintah mengkonsumsi yang halal dan 
                                                          
6 Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk 
Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.  40. 
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kondisi darurat serta pengobatan yang terdapat di dalam nash al-Qur’an dan as-
Sunnah. Diantarnya adalah firman Allah yang melarang unuk menjatuhkan diri 
dalam kebinasaan, yaitu dalam Surat al-Baqarah ayat 195,  
ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز  قي قىفي فىثي
كل كا 
Artinya: 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Alloh, dan janganlah  kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
sesungguhnya Alloh menyukai  orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-
Baqarah:195).7 
 
Selain itu terdapat firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 9 yang  
memperingatkan  kepada hambanya untuk tidak meninggalkan generasi yang 
lemah. 
ِهِفْلَج ْنِم ْاوُكَرَت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَتْلَوا اوُفاَج اًفاَعَِضِ  ةً ي رِّ ذُّ ْمْ َهَّلل
 اًديِدَس  لاْوَق ْاوُلوُقَيْلَو 
Artinya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meinggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesehahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendalkah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar. (Q.S al-Nisa’:9)8 
 
 Menurut Tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu 
Katsir Jilid II Terjemahan H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, menjelaskan 
                                                          
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998). 
8 Ibid. 
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bahwa Allah SWT berfirman dalam ayat ke 9 hendaklah takut kepada Allah 
orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak dan 
ahli waris yang lemah, janganlah sampai membuat wasiat yang akan membawa 
mudharat dan mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu. 
Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalhah bahwa ini mengenai seorang 
yang sudah mendekati ajalnya yang di dengar oleh orang lain bahwa ia hendak 
membuat membuat wasiat   yang mudharat dan akan merugikan ahli warisnya 
nanti. Allah memerintahkan kepada orang yang mendengarya itu agar 
menunjukkan kepada jalan benar dan agar diperintahkan supaya ia bertaqwa 
kepada Allah mengenai ahli waris yang akan ditinggalkan.9 
Demikian juga dalam firman  Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 
168 untuk memerintahkan memakan yamg halal dan thayyib.10  Tafsir Ibnu 
Katsir yang berjudul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I Terjemahan H 
Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, menjelaskan bahwa setelah Allah 
menjelaskan mengenai tiada tuhan kecuali Dia, dan Dia yang  memonopoli 
menjadikan, memberikan rizki pada semua makhluk-Nya, dalam ayat ini Allah 
menyatakan bahwa semua makanan yang dibumi halal dan baik, lezat yang 
tiada bahaya bagi badan atau akal pikiran dan urat saraf, dan melarang manusia 
mengikuti jejak bisikan setan yang akan segaja menyesatkan manusia dari 
                                                          
9 H. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Cet. I, Jilid 
II (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 314. 
10 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 2. 
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tuntunan Allah. Sehingga setan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan 
menghalalkan apa yang diharamkan Allah.11 
Melalui ayai ini Allah SWT memerintahkan hambanya untuk 
mengkonsumsi yang halal, baik dan bermanffat bagi tubuh dan akal pikiran. 
Dan juga Dia melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah syetan, dalam 
tindakan-tindakan yang menyesatkan para pengikutnya, serta mengharamkan 
bahirah, saibah, washilah, dan lain-lainnya yang ditanmaknan syaitan kepada 
mereka pada masa jahiliyah. 
Namun Allah SWT  juga menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan 
syar’i diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, hal ini diatur 
dalam surat al-Baqarah ayat 173 dan surat al-An’am ayat 119.   
                         
                             
Artinya:  
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 
al-Baqarah : 173).12 
 
Dalam Tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu 
Katsir Jilid I Terjemahan H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, menjelaskan 
                                                          
11  H. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir…,  hlm. 272-273. 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 35. 
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bahwa dalam ayat ini Allah menyuruh hamba-Nya supaya makan dari rizki yang 
halal yang baik, lalu bersyukur kepada Allah, jika benar menyadari kehambaan 
diri pada Allah, sebab makanan yang halal itu menyebabkan doa dan ibadat 
diterima oleh Allah, sebagaimana makanan yang haram menyebabkan tertolak 
doa dan ibadah, setelah Allah menganjurkan supaya makan rizki yang halal 
baik, maka dilanjutkan dengan keterangan makanan yang haram, yaitu bangkai 
binatang yang mati sendiri tanpa penyembelihan, dan matinya tercekik, kecuali 
bangaki ikan dan belalang.13 
Bahwa di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengharamkan 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih disebut atas nama 
selain Allah SWT. Namun jika dalam keadaan terpaksa dan seseorang tersebut 
tidak menginginkannya dan tidak melampau batas maka diperbolehkan 
mengkonsumsi sesuatu yang haram tersebut.  
MUI juga mengemukakan Hadits Rasulullah SAW mengenai 
pengobatan antara lain yaitu dalam Hadits Riwayat Abu Dawud yang 
menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan obat untuk semua penyakit. Dan 
melarang berobat menggunakan sesuatu yang haram. 
ْنَع َّللا ُلوُسَرِّ َلاَق :َلاَقِءاَدْرِّ دلا يِبَأ َلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ى َلَصَ ِه  َنِإ" :َمْ
ِل َلَعََجَو َءاو َدلاَوَءا دلا َلَزْنَأ َه َللاَلَو اْوَواَدَتَفًءاَوَد ٍءاَد ِّلُك اْوَواَدَت ا
)دوادوبأ هاورِّ( "ٍم اَرَحِب  
Artinya: 
                                                          
13 H. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir…, hlm. 276-277. 
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Dari Abu Darda’, ia berkata: Rrasulullah SAW bersabda: Sesunggunya Allah 
telah menurunkan penyakit dan oabt bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan 
janganlah berobat denagn yang haram. (HR. Abu Dawud) 14 
Selanjutnya Hadits rasulullah SAW tentang berobat menggunakan 
sesuatu yang najis yaitu: 
ِنْب ِسَنَأ ْنَع  اْوَوَتْجاَف َةًَنْيَرُع ْوَأ ِلْلُع ْنِم ٌساَن َأ َمِدَق : َلاَق ٍكِلاَم
 اوُبَرْشَي ْنَأَو ٍحاَقِلِب َمَّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَصَ ُّيِب نلا ْمُْهَرَمَأَف َةًَنيِدْلا
)يرِّاخبلاهاورِّ( اَهِناَبْلَأَو اَهِل اَوْبَأ ْنِم15  
Dalam  hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan 
sekelompok orang ‘Ukl atau Urainaj yang sedang jatuh sakit untuk berobat 
menggunakan air kencing unta perah dan susu unta tersebut. Kasus ini hamper 
sama dengan kasus Vaksin MR. Dimana air kencing unta dan babi merupakan 
sesuatu yang bersifat najis. Maka jika diqiyaskan dengan hadits ini vaksin MR 
boleh digunakan untuk imunisasi dalm upaya pencegahan penyakit MR. 
Kemudian juga penulis mengutip kaidah fikih ynag digunakan dalam 
Fatwa ini yaitu:16 
1. “Perintah terhadap sesuatu juga berarti perntah untuk melakukan 
sarannya” 
ا َلأِهِلِئاَسَوِبٌرْمَأ ِءْي شلاِبُرْم 
2.  “Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan" 
 ِعْف رلا َنِم ىَلْوَأ ُحْف دلا 
                                                          
14 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 3. 
15 Ibid. 
16 Ibid., hlm. 4. 
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3.  “Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin” 
 
 ُرَِّر ضلا ُعَفْدُي ِرِّْدَقِب   ِناَكْمِلإا 
Bahwa secara hukum syar’i, sesuatu yang membahayakan itu harus 
diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, kalau hal itu bisa dilakkan 
dengan tenapa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang sebenarnya 
harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan 
semampunya meskipun memimbulkan bahaya yang lebih kecil.17 
Sebagaimana kaidah di atas bahwa yang membahayakan itu harus 
diantisipasi semampunya, dalam hal ini sesuatu yang membahayakan 
tersebut adalah penyakit MR yang dapat membahyakan jiwa dan keturunan. 
Mengingat penyakit MR merupakan penyakit yang mudah menular dan 
belum ditemukan obatnya.18 Maka penyakit ini harus diantisiapsi sedapat 
mungin dengan melakukan vaksinasi MR sesuai program pemerintah yaitu 
kampanye imunisasi MR untuk anak usia 9 bulan samapai dengan 15 tahun. 
Imunisasi MR merupakan bentuk ikhtiar dan upaya efektif untuk mencegah 
mewabahnya penyakit ini. 
4. “Dharar harus dihilangkan” 
ُرَِّر ضلا اَزُي ُل 
                                                          
17 Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh 
Islami, (Gresik: Pustaka Al Furqon, 2012), hlm. 93. 
18 Kementrian Kesehatan, “Statut Campak dan Rubella Saat Ini Di Indonesia” dikuitip 
dari www.searo.who.int diakses pada 24 Januari 2019. 
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Arti dari kaidah ini menunjukan bahwa kemadharatan itu telah 
terjadi dan akan terjadi, apabila demikian maka harus dihilangkan.19 Sama 
halnya dengan kaidah  “Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin”, 
bahaya yang dimaksud disini adalah penyakit MR.  jadi penyakit MR ini 
harus dihilangkan sebisa mungkin untuk melindungi jiwa dan keturunan. 
Seperti perintah Allah SWT di dalam surat al-Baqarah ayat 195 bahwa kita 
dilarang untuk menjatuhkan diri kedalam kebinasaan. 
5. “Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah 
(timbulnya) kemadharatan yang merata” 
ْلا ِرَِّر ضلا ِعْفَدِل ُّصاَلخا ُرَِّر ضلا ُل مَحَتُي َماَعَ 
6. “Darurat memebolehkan hal-hal yang dilarang” 
ُر ضلا ُتاَرِّْو ُحْيِبُت ْوُظْحَمْلا  ِتاَرِّ 
Makna kaidah ini adalah sesuatu yang asalnya terlarang dalam 
pandangan syar’i menjadi dibolehkan apabila dalam keadaan terpaksa.20 
Keadaan darurat dalam kaidah ini dapat diartikan apabila seseorang tidak 
melakukan hal tersebut maka ia akan binasa/hampir binasa.21 
Sama halnya dengan seseorang yang menolak melakukan vaksinasi 
MR maka ia akan terancam jiwanya serta dapat membahyakan keturunan. 
Hal ini karena penyakit MR menyebabkan komplikasi yang serius seperti 
diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan bahkan 
                                                          
19 Abdul Mudjib, Kiadah-Kiadah Ilmu Fiqh (Al-Qowa’idul Fiqhiyyah), (Jakarta: 
Kalam Mulia, 2013), hlm. 34.  
20 Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaidah-Kaidah Praktis…, hlm.79. 
21 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 8.  
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kematian22, sakit sendi (arthritis atau arthralgia), keguguran atau bayi lahir 
dengan cacat bawaan yang disebut congenital rubella syndrome (CRS) jika 
wanita hamil terutama pada kehamilan trimester pertama tertular penyakit 
ini.23 Maka dari itu pemerintah mewajibkan vaksinasi MR dan MUI 
memutuskan hukum mubah penggunaan vaksin MR ini, karena kondisi 
darurat.   
7. “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar 
(kebutuhan)-nya” 
اَم ُأَحْيِب ِةَرِّْوُر ضلِل ُرِّ دَقُي اَهرَِّدَقِب   
8. “Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karen adanya 
dlaruarat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luat dzatnya 
(lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat” 
ِل َحْيِبُأِةَرِّْوُر ضلِلَحْيِنُأِهِتاَذِل َم َرُحاَمِةًَجاَحْل 
Dari kaidah di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dharar harus 
dihilangkan dan dalam kondisi dlarurat membolehkan sesuatu yang haram 
namun harus sesuai kadar yang dibutuhkan. Dharar dalam hal ini adalah 
penyakit MR harus dihilangkan dengan vaksin MR Prooduk dari SII walaupun 
di dalamnya mengandung bahan yang berasal dari babi, namun penggunaan 
vaksin ini dibatasi sesuai kadar yang dibutuhkan yaitu sesuai jadwal program 
                                                          
22 Kementrian kesehatan, “Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi Campak dan Rubella, 
Kemnekes Fokus Turunkan Beban dan Dampak Penyakit Tersebut”, dikutip dari 
www.depkes.go.id/article/print/18082400002/fatwa-mui-bolehkan-campak-dan-rubella-kemenkes-
fokus-turunkan-beban-dan-dampak-penyakit-te.html diakses 20 Januari 2019 
23 Kementrian Kesehatan, “Statut Campak dan Rubella Saat Ini Di Indonesia” dikuitip 
dari www.searo.who.int diakses pada 24 Januari 2019. 
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pemerintah. Setelah diimunisasi vaksin MR sesuai jadwal pemerintah maka 
penggunaan vaksin MR kembali kehukum asal yaitu haram.  
Selain itu MUI juga memperhatikan pendapat para Ulama dalam 
menetapkan fatwa ini yaitu antara lain24: 
1. Pendapat Imam Al-‘Iizz ibn ‘Abd Al-Salam dalam kitab Qawa’id Al-Ahkam 
yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis 
jika tidak ditemuakn yang suci: 
“Boleh berobat dengan benda-benda najis juka belum menemukan 
benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehata dan 
keselamtan lebih diutamkan daripada maslahat menjauhi benda najis.” 
2. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab Mughni 
al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau 
yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat 
menggantikannya: 
“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda 
suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, 
Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79). 
3. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 
halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan 
pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut\ 
                                                          
24 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin MR (Measles 
Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 5-8. 
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“.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya 
lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan 
babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat 
dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena 
dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.” 
4. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir juz 2 
halaman 115 yang menjelaskan definisi dlarurat dan kebolehan 
mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena dlarurat, 
sebagai berikut: 
“...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan 
terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas 
jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..” 
5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 
4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai 
berikut: 
Definisi  dlarurat  dan  hukumnya:  yaitu  takut  atas  jiwa  dari 
kebinasaan,  dengan  pengetahuan  (secara  pasti)  atau  dugaan (prediksi). 
Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir 
meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan 
kebinasaan tersebut bersifat prediktif. 
Selain memperhatikan pendapat para ulam MUI juga memperhatikan 
terkait fatwa terdahulu dan juga peraturan yang telah ada yang membahas 
mengani vaksin dan imunisasi dan juga MUI juga memperhatikan uga 
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memperhatikan mengenai pandangan para Ahli mengenai Vaksin MR dan 
Penyakit MR ini di Indonesia.25 
Dari penjabaran dalil-dalil hukum  terkait Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 
2018 tersebut terlihat bahwa MUI menetapkan metode istinbath yang telah 
ditetapkan dan konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya dalil-dalil al-Qur’an, 
al-Hadits dan menggunakan metode istinbath yang berupa kaidah fikih, 
pendapat para fuqaha’ (Ulama terdahulu), dan pandangan tenaga ahli dalam 
bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya untuk dipertimbangkan.  
Dapat disimpulkan bahwa MUI dalam mengistinbathkan hukum haram 
Vaksin MR berdasarkan pada dalil nash maupun pendapat para ulama  yang 
menjelaskan bahwa haram hukumnya mengkonsusmsi babi maupun 
keturuananya antara lain yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 168;  Q.S al-Baqarah ayat 
173. Selain itu MUI juga mengingat beberapa hadits-hadits Nabi SAW yang 
diantarnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, 
Nasa’I dan Ibnu Majah; dan Hadis Riwayat Abu Dawud yang membahas 
tentang setiap penyakit sesungguhnya ada obatnya kecuali penyakit pikun dan 
larangan berobat menggunakan sesuatu yang haram. Pendapat para ulama yang 
mengharamkan babi antara lain yaitu pendapat  Imam Ibnu Hajar al-Haitami 
dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 yang menyatkan bahwa babi merupakan 
barang yang najis dan kondisinya lebih buruk dari anjing. 
                                                          
25 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 
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Dari dalil-dalil di atas dengan jelas bahwa sesuatu yang berasal dari babi 
maupun turunannya dihukum haram. Maka dari itu Vaksin MR ini hukumnya 
haram karena mengandung bahan yang berasal dari babi. Menurut Laporan 
Kajian Vakisn MR dari LPPOM MUI melalui suratnya nomor 
DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/2018 dan yang disampaikan dalam Sidang Fatwa 
MUI pada tanggal 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa 
terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatkan dalam dokumen yang 
diberikan oleh SII (Serum Intitue of  India) sebagai produsen Vaksin MR 
berasal dari bahan yang mengandung babi yaitu gelatin yang berasal dari  kulit 
babi dan trypsin yang berasal dari prankeas babi; selain itu terdapat juga bahan 
yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, 
yaitu lactalbumin hydrolysate, dan juga mengandung bahan human diploid 
cell.26 
Sedangkan dasar MUI dalam mengistinbathkan hukum mubah terkait 
penggunaan Vaksin MR produk dari SII untuk Imunisasi berdasarkan pada ayat 
al-Qur’an yang membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang dalam kondisi 
darurat yaitu Q.S al-Baqarah ayat 173 dan Q.S al-An’am ayat 119. Selain itu 
juga berdasrkan kepada hadits Nabi SAW antara lain Hadis Riwayat al-Bukhari 
yang menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk mengobati orang 
‘Ukl dengan meminum air kencing dan susu dari unta perah. Selain itu MUI 
juga mengingat bererapa kaidah fikih yang menjelaskan dharar harus 
                                                          
26 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 9-11. 
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dihilangkan dan dalam kondisi darurat diperbolehkan sesuatu yang dilarang. 
MUI juga mengingat beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan tentang 
kebolehan menggunakan sesuatu yang haram dan najis untuk berobat ketika 
belum ada benda suci yang dapat menggantikannya dan dalam kondisi darurat, 
antara lain yaitu pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam kitab 
Qawaid Al-Ahkam; pendapat al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ juz 9; 
pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini; Imam Syihabuddin al-
Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 1; pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir 
dalam kitab al-Syarh al-Kabir juz 2; Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-
Mughni juz 9; dan pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuh juz 4. Kemudian MUI juga memperhatikan fatwa-fatwa terdahulu 
maupun peraturan yang membahas tentang Vaksinasi dan Imunisasi dan juga 
memperhatikan pendapat para ahli tentang Vakisasi MR. 
Syarat suatu keadaan dinyatakan darurat antara lain yaitu: Pertama, 
darurat tersebut bener-benar terjadi/dipredeksi kuat akan terjadi, bukan semata-
mata praduga/asumsi belaka; syarat kedua, tidak ada pilihan lain yang hbusa 
menghilangkan mudharat tersebut; ketiga kondisi darurat tersebut benar-benar 
memaksa untuk melakukan hal tersebut karena  dikekahawatiran kehilangan 
nyawa; keempat tidak melakukannya dengan melewati batas, cukup sekedar 
yang ia perlukan untuk menghilangkan mudarat. 
Seperti yang telah dijelaskan pada kiadah nomor 3 dan 4 bahwa penyakit 
MR dapat mengancam jiwa dan keturunan dan belum ditemukan obatnya. Obat 
yang diberikan kepada penderita hanya bersifat suportif maka imunisasi MR 
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merupakan upaya terbaik untuk mencegah bahaya tersebut walaupun 
mengandung bahan-bahan yang berasal dari babi. Dan di Indonesia telah 
banyak ditemukan kasus penyakit campak-rubella maka kondisi ini memenuhi 
syarat-syarat kondisi darurat. Dapat disimpulkan bahwa kondisi yang telah 
dijelaskan di atas merupakan keadaan darurat maka dalam hal ini diperbolehkan 
memakan/mengkonsumsi sesuatu yang haram dan najis, dalam hal ini yaitu 
vaksin MR.  
Dari penjabaran di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum 
Vaksin MR adalah haram karena mengandung bahan yang berasal dari babi, 
namun penggunaanVaksin MR menjadi mubah karena dalam keadaan dlarurat 
syar’iyah.  Hukum mubah yang dikeluarkan oleh MUI hanya bersifat 
sementara, selama belum ditemukannya vaksin yang benar-benar bersih dari 
unsur haram tersebut atau dengan vaksin yang halal digunakan, dan pemerintah 
Indoneisa sudah tidak lagi mewajibkan vaksinasi MR lagi, karena 
ditetapkannya hukum mubah itu dengan memandang adanya rukhshah dan 
adanya hukum darurat. Akan tetapi penetapan hukum mubah pada penggunaan 
Vaksin MR tidak berlaku bagi para anak maupun orang yang telah melakukan 
vakisnasi MR sesuia jadwal pemerintah, yaitu untuk anak usai dibawah 15 
tahun vaksinasi dilakukan sebnyak 3 kali, yaitu pertama usia 9 bulan, vaksinasi 
kedua pada usia 15 bulan atau 18 bulan, dan terakhir pada usia 5 sampai dengan 
7 tahun atau sekitar kelas 1 SD. Sedangkan untuk orang dewasa vaksinasi MR 
boelh dilakukan satu kali untuk orang yang belum pernah melakukan vakisnasi 
MR taupun MMR sebelumnya, dan untuk wanita yang akan melakukan 
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program kehamilan maka dianjurkan untuk melkukan vaksinasi MR sebelum 
kehamilan berlangsung. Orang yang telah melkaukan vaksinasi seperti  yang 
telah dijelaksan  tersebut maka hukum vaksin MR berubah kembali kehukum 
asal yaitu haram. Karena dharar tersebut telah hilang, jika seseorang telah 
divaksinasi MR maka orang tersebut dapat dikatakan akan terhindar dan 
terlindungi dari penyakit MR. 
Menurut penulis, istinbath hukum yang dilakukan oleh MUI dalam 
menetapkan hukum yang pengambilan hukumnya bersumber dari al-Qur'an, as-
Sunnah dan ijma’. Sedangkan metode yang dipakai oleh MUI dalam 
beristinbath dengan secara tidak langsung, maksudnya yaitu berkiblat pada 
pendapat terdahulu (pendapat para fuqaha’) dan menggunakan qaidah-qaidah 
fiqhiyah. Yang sesuai dengan metode istinbath yang ada dalam hukum Islam 
(yang terletak dalam ushul fiqih). Dengan beristinbath hukum yang dilakukan 
MUI akan membawa dan akan memelihara kemaslahatan umat, karena dengan 
beristinbath maka akan mendapatkan satu hukum baru yang dibutuhkan oleh 
umat yang dalam kebimbangan dan kesulitan dalam menentukan hukum yang 
bertentangan dengan satu kondisi ataupun zaman.                                            
Istinbath hukum yang dilakukan MUI sebagai cara dalam menetapkan 
hukum, dengan cara beristinbath maka akan ada satu hukum baru sebagai 
penjelas dari nash yang dhanni, (dalil yang menunjukkan makna, akan tetapi 
mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan penyimpangan dari arti 
sesungguhnya atau dengan arti lain), dan berlaku dalam hal-hal yang hukumnya 
tidak terdapat secara jelas dalam al-Qur’an maupun sunnah. Namun pada 
113 
 
 
hakikatnya istinbath yang dilakukan MUI bukanlah penetap dan pembuat 
hukum karena sesuai dengan keyakinan dalam Islam, bahwa yang berhak 
menetapkan hukum syara’ hanyalah Allah SWT, dan tiada hukum kecuali  dari 
Allah SWT. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum yang dapat dicapai 
oleh MUI melalui istinbathnya itu adalah hukum Allah dalam fatwa MUI.  
B. Tinjauan Mashlahah Terhadap Hukum Penggunaan Vaksin MR Produk 
dari SII untuk Imunisasi  
1. Tinjauan Mashlahah tentang Hukum Penggunaan Vaksin MR yang 
Terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi 
Di dalam fatwa Nomor 33 Tahun 2018, MUI menetapkan 
penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat 
ini, dibolehkan (mubah) walaupun vaksin MR tersebut mengandung bahan 
yang haram.27 Hal ini berdampak pro dan kontra dikalangan masyarakat, 
Terdapat masyarakat yang setuju dengan kebijakaan tersebut, tetapi ada 
juga yang menolak untuk memberikan vaksin  MR kepada anaknya. Bagi 
masyarakat yang setuju untuk melakukan vaksinasi tersebut mereka 
menganggap bahwa pemberian vaksin MR ini merupakan cara terbaik untuk 
mencegah dari penyakit MR yang dapat menjangkit anak-anak mereka. 
Sedangkan bagi masyarkat yang kurang setuju dengan diadakannya 
vaksinasi MR ini mereka meragukan kehalalan MR karena diketahui bahwa 
                                                          
27 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 11.  
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vaksin ini  terbuat dari babi yang merupakan hewan yang haram, dan barang 
haram tersebut tidak boleh dikonsumsi atupun disuntikan kedalam tubuh 
anak mereka. 
Metode penetapan hukum MUI secara umum jika dianalisis harus 
mempunyai dasar hukum, yaitu Al-Qur’an dan Hadits Nabi, serta harus 
membawa kemaslahatan umat. Walaupun dalam konsep hukum syara’ 
terdapat perbedaan dalam menentukan ada tidaknya suatu maslahat di dalam 
aturan tersebut. Namun, dapat dipahami bahwa dalam kasus penetapan 
hukum mubah dalam penggunaan Vakisn MR merupakan suatu aturan yang 
mengandung maslahat dalam pandangan manusia itu sendiri. Di dalam 
fatwanya MUI dalam menentapkan hukum mubah pengunaan Vaksin MR 
ini berdasarkan beberapa alasan. 
Alasan pertama yaitu ada kondisi keterpaksaan (dlarurat 
syar’iyyah).28 Kondisi keterpaksaan disini yaitu keadaan dimana apabila 
seseorang tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa/hampir 
binasa.29 Kondisi ini sama halnya yang telah dijelaskan di analisis 
sebelumnya dalam kaidah “dharurat membolehkan hal-hal yang dilarang”. 
Kondisi keterpaksaan dalam kasus ini adalah kondisi darurat penyakit MR 
yang sedang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, campak dan rubella 
merupakah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan 
upaya pencegahan efektif, dengan Jumlah kasus Campak dan Rubella dan 
                                                          
28 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute of India) Untuk Imunisasi, hlm. 11. 
29 Ibid.,  9. 
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kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014 : jumlah 
kasus suspek  12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif 
Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek  13.890 dengan 1 kematian 
(1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 : jumlah kasus 
suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif campak, 1.341 positif 
Rubella); Tahun 2017 : jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian 
(2.197 positif campak, 1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan 
Juli) : jumlah kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), 
sehingga total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir 
adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang 
lebih 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. 
Sedangkan untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia 
di bawah 15 tahun.30 
Penyakit ini  tidak dapat diobati, pengobatan yang diberikan kepada 
penderita hanya bersifat supportif.31 Tetapi kedua penyakit ini bisa dicegah 
dengan imunisasi. Selama ini Indonesia memberikan imunisasi Campak 
sebagai salah satu program imunisasi nasional. Imunisasi  masal MR telah 
dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017 untuk pulau Jawa dan 
bulan Agustus-September untuk luar Jawa.32 
                                                          
30 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm 10. 
31 Kementrian Kesehatan, “Statut Campak dan Rubella Saat Ini Di Indonesia” dikuitip 
dari www.searo.who.int diakses pada 24 Januari 2019. 
32 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR), (Jakarta: 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), hlm. 14. 
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Vaksinasi MR ini dilakukan untuk anak berusia 9 bulan sampai 
dengan kurang dari 15 tahun sebagai upaya untuk melindungi dari virus 
Measles Rubella yang menyebabkan penyakit campak dan rubella.33 
Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang 
paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan bahkan kematian. 
Sedangkan, Rubella pada anak sering hanya menimbulkan gejala demam 
ringan  atau bahkan tanpa gejala, pada wanita dewasa sering menimbulkan 
sakit sendi (arthritis atau arthralgia), Rubella pada wanita hamil terutama 
pada kehamilan trimester pertama dapat mengakibatkan keguguran atau 
bayi lahir dengan cacat bawaan yang disebut congenital rubella syndrome 
(CRS).34  
Oleh karena itu, dalam hal ini pemberian vaksin MR termasuk 
kedalam kategori mashlahah daruriyah, sebab Islam juga sangat 
menganjurkan dan mendorong umatnya selalu mejaga kesehatan yang salah 
satu caranya dapat upaya pencegahan, yang dalam program pemerintah 
untuk menjaga kesehatan anak yaitu dengan melakukan vaksinasi MR. 
Alasan kedua dalam penetapan hukum mubah yaitu belum 
ditemukan vaksin yang halal dan suci. Vaksin MR produksi Serum Institute 
of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut jumlahnya 
                                                          
33 Wikipedia Bahasa Indonesia, “Vaksin MR” dikutip dari 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Vaksin_MR diakses pada 1 Januari 2019. 
34 Kementrian Kesehatan, “Statut Campak dan Rubella Saat Ini Di Indonesia” dikuitip 
dari www.searo.who.int diakses pada 24 Januari 2019. 
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mencukupi, telah memperoleh rekomendasi WHO35 dan memenuhi standar 
prekualifikasi (pre-qualification) dari WHO.36 Sementara itu ada dua 
produk vaksi MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi 
untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang 
belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.37 
Dan kedua vaksin tersebut juga belum memenuhi syarat halal.38 Dari 
penjelasan tersebut dapat disimpulkan vaksin MR produk dari SII 
merupakan vaksin terbaik diantara yang lainnya yang dapat menghilangkan 
atau mencegah penyakit MR. 
Alasan ketiga yaitu ada keterangan dari ahli yang kompeten dan 
dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan 
belum adanya vaksin yang halal. Pandangan  Komisi Fatwa yang menilai 
bahwa Kementerian Kesehatan, Komnas KIPI, IDAI, ITAGI dan PT. 
Biofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan 
penjelasan mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di 
Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa 
                                                          
35 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 10. 
36 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
 
37 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 10. 
38  Aisyah Kamaliah, “Vaksin Halal Masih Dicari, Pakar Sebut ada dua vaksin MR 
Lainnya di Dunia”, dikutip dari https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4191425/vaksin-
halal-masih-dicari-pakar-sebut-ada-dua-vaksin-mr-lainnya-di-dunia diakses 25 Mei 2019. 
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kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan 
imunisasi MR sudah memenuhi keriteria dlarurat syar’iyyah mengingat 
bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada 
vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang 
efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.  
Pada tahun 2011, WHO merekomendasikan agar semua negara yang 
belum mengintroduksikan vaksin Rubella dan telah menggunakan 2 (dua) 
dosis vaksin Campak dalam program imunisasi rutin untuk memasukkan 
vaksin Rubella dalam program imunisasi rutin. Komite Penasihat Ahli 
imunisasi Nasional (ITAGI) juga telah mengeluarkan rekomendasi pada 
tanggal 11 Januari 2016 mengenai introduksi, agar mengintegrasikan 
Vaksin Measles Rubella (MR) ke dalam program imunisasi nasional untuk 
menurunkan angka kejadian penyakit Rubella dan Congenital Rubella 
Syndrome.39 
Dari penjabaran alasan-alasan MUI menetapkan hukum mubah 
penggunaan vaksin MR produk dari SII di atas, dapat disimpulkan bahwa 
hukum penggunaan mubah vaksin MR produk dari SII  memiliki maslahat 
yang cukup besar, yaitu yang intinya menjauhkan umat dari penyakit MR 
yang dapat menyebabkan komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis 
dan bahkan dapat menyebabkan kematian dan infeksi rubella pada ibu 
hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi 
                                                          
39 Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan 
Republik Inonesia, Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR), (Jakarta: 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), hlm. 10. 
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yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital 
(Congenital Rubella Syndrome/CRS).40 Penyakit  ini merupakan penyakit 
yang mudah menular dan dapat menyebabkan kematian. Maka penetapan 
hukum mubah ini memberikan penjelasan kepada masyarkat mengenai 
kebolehan menggunkan vaksin MR ini. Sehingga masyarkat tidak ragu-ragu 
lagi dalam melaukakan vaksinasi MR. Maslahat yang terdapat dalam hukum 
mubah juga sesuai dengan ketentuan syariat bahwa membolehkan sesuatu 
yang dilarang karena keadaan dlarurat. Seperti yang telah dijelaskan di atas 
di Indonesia telah banyak dijumpai penyakit MR dan sampai saat ini belum 
ditemukan vaksin yang halal dan suci. Maka, penggunaan vaksin MR yang 
mengandung unsur babi didalamnya boleh dikonsumsi untuk terhindar dari 
bahaya yaitu penyakit MR.  
 
2. Tinjauan Mashlahah Terhadap Kandungan Vaksin MR Untuk 
Imunisasi 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di sebelumnya, bahwa anak  
wajib diberikan vaksin MR. vaksinasi MR ini dilakukan untuk anka berusia 
9 bulan sampai dengan 15 tahun untuk mencegah penyakit campak dan 
rubella yang dapat mudah menular melalui saluran pernafasan.41 Namun 
perintah wajib ini tidak seutuhnya dilaksnakan oleh masyrakat karena 
                                                          
40 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9 
41 Wikipedia Bahasa Indonesia, “Vaksin MR” dikutip dari 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Vaksin_MR diakses pada 1 Januari 2019. 
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terdapat informasi bahwa vaskin MR mengandung babi di dalamnya. Hal 
ini berdampak pro dan kontra dikalangan masyarakat untuk melakukan 
vaksinasi MR. Oleh karena itu untuk menjawab keresahan masyarkat 
mengenai hukum terkait penggunaan Vaksin MR tersebut, diterbitkanlah 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahin 2018 tentang Penggunaan 
Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) 
untuk Imunisasi.   
Dalam fatwa tersebut menjelaskan Vaksin MR produk dari Serum 
Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya 
memanfaatkan bahan yang berasal dari babi namun penggunaan Vaksin MR 
produk dari Serum Institute of India (SII) pada saat ini, dibolehkan 
(mubah).42 Di dalam Islam, diperbolehkan menggunakan bahan yang haram 
karena kondsi darurat seperti yang telah dijelaskan dalam analisis 
sebelumnya.  
Dalam vaksin MR (Measles, Rubella) antigen yang dipakai adalah 
Virus Campak Strain Edmonson yang dilemahkan, Virus Rubella Strai RA 
27/3 yang dilemahkan,43 serta bahan-bahan tamabahan lain untuk menjaga 
                                                          
42 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm.  11 
43 Hidayatullah.com, “Ini Kandungan Haram Vaksin MR” dikutip dari 
https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/08/21/149047/ini-kandungan 
haram-vaksin-mr.html diakses pada tanggal 1 November 2018.  
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stabilitasnya  yaitu sorbitol, histidine, alanine, tricine, arginine, dan 
lactalbumin hydrolysate.44 
Yang menjadi permasalahan pada analisis kedua ini adalah Laporan 
Kajian Vakisn MR dari LPPOM MUI melalui suratnya nomor 
DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/2018 dan yang disampaikan dalam Sidang 
Fatwa MUI pada tanggal 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan 
bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatkan dalam 
dokumen yang diberikan oleh SII (Serum Intitue of  India) sebagai produsen 
Vaksin MR berasal dari bahan yang mengandung babi yaitu gelatin yang 
berasal dari  kulit babi dan trypsin yang berasal dari prankeas babi; selain 
itu terdapat juga bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi 
dalam proses produksinya, yaitu lactalbumin hydrolysate, dan juga 
mengandung bahan human diploid cell.45 Dimana bahan-bahan tersebut 
terutama babi sudah dihukum haram oleh Allah SWT,  di dalam al-Qur’an 
surat al-Baqarah 173 dan Surat al-Maidah ayat 3. 
                          
                          
Artinya:  
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 
Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
                                                          
44 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
 
45 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella)Produk dari SII (Serum Intitute Of  India) untuk Imunisasi, hlm. 11. 
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menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.(QS. al-Baqarah : 173).46 
 
Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Virus 
Campak Strain Edmonson yang dilemahkan adalah koloni mikroba dari 
virus campak yang dilemahkan lalu dikembangbiakan di dalam human 
diploid cell dan virus rubella strai RA 27/3 adalah antigen yang berasal dari 
pengembangbiakan virus rubella itu sendiri lalu dikembangkan di human 
diploid cell.47  Dalam vaksin yang mengandung virus yang dilemahkan 
partikel virus hidup dennan virulensi yang sangat rendah diberikan. Mereka 
akan bereproduksi tetapi snagat lambat. Karena mereka bereproduksi dan 
terus menyajikan antigen di luar vaksinasi awal, penguat diperlukan lebih 
jarang.48 
Virus campak yang dilemahkan dapat merangsang respon kekebalan 
dengan baik  sama seperti orang tersebut terinfeksi oleh virus atau bakteri 
di alam.49  Sehingga, akan memberikan rangsangan antigenik secara terus 
menerus sehingga memberi kesempatan untuk diproduksinya sel memori.50  
                                                          
46 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 35. 
47 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
48 Wikipedia, “Vaksin yang Dilemahkan” dikutip dari 
https://en.mwikipedia.org/wiki/Attenuated-vaccine diakses pada 15 Januari 2019 
49 WHO, “Vaksin Hidup Yang Dilemahkan” di kutip dari http://in.vaccine-safety-
training.org/live-attenuated-vaccines.html  diakss pada 4 Mmaret 2019.  
50 Ibid.,  
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Vaksin yang terbuat dari kuman hidup yang dilemahkan tetap aman 
dan efektif karena mampu merangsang kekebalan tubuh tetapi tidak bisa 
menimbulkan penyakit, kecuali pada anak dengan kekebalan yang rendah. 
Proses pelemahan bakteri atau vitus itu dilakukan pembiakan dan 
pemurnian yang berulang ratusan kali dan dengan teknik tertentu. Proses ini 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya virus campak untuk 
dijadikan vaksin membutuhkan waktu 10 tahun untuk melemahkannya. 
Seperti penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa gelatin adalah 
bahan yang diperoleh dari jaringan kolagen binatang.51 Fungsi gelatin 
ditambahakan ke dalam vaksin yaiatu sebagai stabilizer, yaitu untuk 
melindungi antigen vaksin dari perubahan suhu yang ekstrim agar tetep 
bagus selama proses distribusi dan penyimpanan.52 Selain itu stabilisator 
juga berperan untuk mencegah pelekatan komponen-komponen vaksin di 
dinding kemasannya.53 
Gelatin yang digunakan dalam vaksin MR produk dari SII berasal 
dari kulit babi. Gelatin dari babi dalam vaksin tidak bisa diubah begitu saja 
                                                          
51 University of Oxfoed, “Vaccine Ingredients” dikutip dari 
http://www.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients#gelatine  diakes tanggal 1 januari 2019. 
52 Saifudin Hakim, “Kandungan Gelatin Babi (Procine-Derived Gelatin)  dalam 
Vaksin: dikutip dari https://kesehatanmuslim.com/kandungan-gelatin- babi-procine-derived gelatin-
dalam-vaksin/ diakses pada 4 Maret 2019. 
 
53 Sukamto Mamada, “Mengenal Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip 
https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-
dalam-pembuatan-vaksin?page=all dari diakses pada 4 Maret 2019. 
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dnegan gelatin  dari sumber lain.54 Ketika suatu vaksin yang diproduksi oleh 
perusahaan tertentu dan didaftarkan dengan merek tertentu dan telah 
disetujui menggunakan gelatin yang bersumber dari babi, maka komposisi 
tersebut tidak boleh diganti seenaknya. Jika gelatin tersebut diubah, maka 
vaksin tersebut bisa jadi harus diulang lagi proses uji klinisnya untuk 
menunjukan bahwa perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap 
keamanan dan efektivitas vaksin. Hal ini berlaku jug jika ingin melakukan 
perubahan di komponen vaksin lainnya.55 Oleh karena itu, mengembangkan 
vaksin baru dengan stabilator baru tentu bukan perkara yang mudah serta 
mungkin harus memerlukan waktu yang lama. 
Hukum penggunaan gelatin dari babi menjadi masalah yang 
diperselisihkan oleh para ulama fiqh kontemporer, ada yang menghukum 
halal dan ada juga yang menghukumi haram. Dalam seminar yang 
diselenggarakan oleh The Islamic Organization of Medical Sciences di 
Kuwait tahun 1995, lebih dari 100 ulama dari berbagai negara yang hadir 
menyepakati bahwa gelatin babi hukumnya halal. Argumentasi utama 
mereka adalah gelatin babi telah megalami istihalah atau telah mengalami 
proses perubahan (transformasi) menjadi zat baru (gelatin) yang berbeda 
                                                          
54 Saifudin Hakim, “Kandungan Gelatin Babi (Procine-Derived Gelatin)  dalam 
Vaksin: dikutip dari https://kesehatanmuslim.com/kandungan-gelatin- babi-procine-derived gelatin-
dalam-vaksin/ diakses pada 4 Maret 2019. 
55 Ibid. 
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dari zat asalnya (kolagen).56 Namun, para ulama lainnya berpendapat bahwa 
gelatin babi hukumnya haram dan najis, karena belum dianggap mengalami 
proses istihalah, mereka berpendapat bahwa yang terjadi hanyalah proses 
pemisahan gelatin dari kolagen, dan tidak terjadi perubahan zat baru (belum 
mangalami proses istihalah), sehingga hukumnya tetap najis (haram).57 
Tripsin adalah jenis protein yang secara alami dihasilkan di prankeas 
babi.58 Di dalam vaksin MR produk dari SII tripsin yang dipakai yaitu 
tripsin yang berasal dari prankeas babi.59 Hal ini didasari oleh penemuan 
bahwa tripsin yang berasal dari prankeas babi (porcine trypsin) memiliki 
kedekatan secara struktural dengan tripsin yang dihasilkan oleh tubuh 
manusia. Secara umum tripsin tidaklah ditemukan dalam produk akhir 
vaksin. Jikapun ditemukan, maka tidak dalam konsentarsi yang signifikan. 
Hal ini terjadi karena tripsisn terlibat hanya pada tahap-tahap awal 
pembutan produk vaksin. Tripsisn berfungsi sebagai katalisator di dalam 
proses  pertumbuhan mikroba dalam media sehingga hasil yang didapatkan 
bisa lebih banyak dalam waktu yang relatif singkat. Selaian itu tripsin juga 
                                                          
56 Johns Hopkins, “Religious for Porcine-Containing Vaccines- Institute For Vaccine 
Safety.pdf” diunduh dari http://www.vaccinesafety.edu/Porcine-vaccineapproval.htm pada tanggal 
26 April 2019. 
57 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia 
Insani: 2018) hlm. 72-73. 
58 Sukamto Mamada, “Mengenal Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip 
https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-
dalam-pembuatan-vaksin?page=all dari diakses pada 4 Maret 2019. 
 
59 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9. 
126 
 
 
mencegah pelekatan sel-sel bakteri atau virus dari tempat pertumbuhan 
selama proses pengkulturan. Tripsin juga bisa menstimulasi kultur 
virus/bakteri sehingga sifat pemicu imunya bisa diaktifkan.60 
Menurut  panduan dari EMA (European Medicines Agency) yang 
dirilis tanggal 21 Februari 2013 terkait dengan penggunaan porcine trypsin 
di pabrik-pabrik pembuat produk-produk biologis termasuk vaksin 
menyebutkan bahwa peran tripsin dalam pembuatan vaksin bisa digantikan 
oleh beberapa alternatif diantaranya yaitu tripsin yang berasal dari 
rekombinan bakteri, tripsin yang diderivasi dari tanaman tertentu, enzim-
enzim yang didapatkan dari hewan invertebrata dan tripsin yang diekstrasi 
dari prankeas babi.61 Namun, yang perlu dipahami adalah setiap mikroba 
memiliki spesifikais sendiri. Artinya tidak semua mikroba bisa dikatalisis 
pertumbuhannya dengan tripsin sapi atau yang lainnya. Dan juga sebaliknya 
tidak semua mikroba bisa dirangsang pertumbuhannya dengan penambahan 
tripsin babi. Singkatnya, setiap mikroba memiliki gaya hidupnya tersendiri, 
jika diubah maka pertumbuhannya justru tidak maksimal, bahkan bisa 
menyebabkan kematian mikroba yang ditumbuhkan. Jadi pemilihan tripsin 
dari prankeas babi dalam vaksin MR sampai saat ini dinilai merupakan 
pilihan yang terbaik, karena jika diubah menggunakan tripsin sapi ataupun 
                                                          
60Sukamto Mamada, “Mengenal Peranan. Tripsin dalam Pembuatan Vaksin” dikutip 
https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-
dalam-pembuatan-vaksin?page=all dari diakses pada 4 Maret 2019. 
 
61 EMA, “Guideline on The Use of Porcine Trypsin Used in The Manufacture of 
Human Biological Medicinal Product.pdf” diunduh dari www.ema.europa.eu pada 26 April 2019. 
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yang lainnya belum tentu mikroba tersebut cocok. Dan   juga memerlukan 
waktu penelitian yang cukup lama apabila ingin mengganti dengan tripsin 
lain, mengingat penyakit MR ini sudah banyak ditemukan maka tidak 
memungkinkan untuk menggantinya. Vaksin  MR produk dari SII ini 
merupakan pilihan utama dalam pencegahan penyakit MR sampai 
ditemukan vaksin yang halal dan suci. 
Bahan human diploid cells yang terkandung di dalam vaksin MR 
produk dari SII digunakan untuk pengembangan vaksin Rubella seperti 
yang terdapat dalam  label kemasan vaksin rubella terdapat keterangan 
“propagated on human dipilid cell” yang artinya dikembangbiakan pada 
media human diploid cell. Human diploid cell pada pembuatan vaksin MR 
adalah sel yang diambil dari janin yang cacat dan telah gugur karena 
penyakit, lalu janin ini diambil selnya dan diteliti virusnya.62 Bukan seperti 
bayangan masyarakat selama ini bahwa janin tersebut sengaja digugurkan 
dan digunakan serta dicampur dalam pembuatan vaksin MR.  Virus hanya 
bisa hidup dan berkembangbiak di sel makhluk hidup (tidak bisa hidup 
bebas di alam) dan tidak semua semua virus bisa menginfeksi 
(berkembangbiak) di sel selain manusia.63 DNA sel diploid manusia ini 
tidak akan terbawa di vaksin. Sel dipakai hanya sebagai ‘lahan’ untuk 
                                                          
62 Raehanul Bahraen, “Penjelasan Mengenai “Human Diploid Cell” pada Vaksin”  
dikutip dari https://muslimafiyah.com/penjelasan-mengenai-human-diploid-cell-pada-vaksin.html 
diakses pada 25 Maret 2019. 
63 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
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mengembangbiakkan vaksin.64 Perumpamaan sederhananya yaitu sama 
seperti saat bertani singkong dikebun, lalu setelah panen singkong tersebut 
di jual di pasar, apakah kebun anda juga ikut anda jual? tidakkan yang anda 
ambil dan anda jual hanya singkongnya saja. Sama halnya dengan human 
diploid cell ini DNA-nya tidak akan terbawa oleh virus yang 
dikembangbiakan disana.  
Di dalam produksi vaksin juga melibatkan proses ultrapurifikasi, 
yaitu pembersihan di tingkat molekul, untuk memastikan hanya partikel 
virus yang terambil. Juga dengan teknologi sequencing saat ini para peneliti 
biasa ‘membaca DNA’ virus, jadi jika ada modifikasi dari DNA manusiapun 
akan sangat mudah untuk dikenali.65 Jadi DNA human diploid cell tidak 
akan terbawa kedalam vaksin MR. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kandungan yang 
terdapat dalam vaksin MR produk dari SII telah ditentukan dengan sebaik-
baiknya untuk memenuhi standarisasi dan untuk memaksimalkan dalam 
mencegah penyakit MR. Jika kandungan tersebut diubah maka akan 
menyebabkan perubahan komponen vaksin dan berkemungkinan vaksin 
tidak akan bekerja secara efektif bahkan akan rusak/ gagal. Karena setiap 
komponen di dalam vaksin memiliki peran masing-masing dan sifat masing-
masing jadi tidak bisa diubah begitu saja. Pengubahan kandungan/bahan 
                                                          
64 Dewi Nur Aisyah, “Menjawab Polemik Vaksin MR” dikutip dari 
https://www.google.com/amp/s/dewinaisyah.wordpress.com/2018/08/25/menjawab-polemik-
vaksin-mr/amp/ diakses pada tanggal 1 Maret 2019. 
65 Ibid. 
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vaksin harus dilakukan penelitian dan harus lulus uji klinis yang memrlukan 
waktu yang penelitian yang lama. Mengingat penyakit ini harus cepat 
ditangani maka saat ini kandungan vaksin MR produk dari SII ini 
merupakan alternative terbaik samapai ditemukan vaksin yang halal dan 
suci. Berikut fungsi dari setiap kandungan dalam vaksin MR: 
Tabel 1. Fungsi Bahan Yang Terkandung Dalam Vaksin MR  
Nama Kandungan Fungsi 
Virus Campak Strain 
Edmonson yang 
dilemahkan dan virus 
rubella strai RA 27/3 
meransang respon kekebalan tubuh terhadap 
virus campak dan rubella 
Gelatin Stabilizer/stabiliator: 
1. melindungi antigen vaksin dari perubahan 
suhu yang ekstrim agar tetepa bagus selama 
proses distribusi dan penyimpanan. 
2.  untuk mencegah pelekatan komponen-
komponen vaksin di dinding kemasannya. 
Tripsin 1. katalisator di dalam proses  pertumbuhan 
mikroba dalam media sehingga hasil yang 
didapatkan bisa lebih banyak dalam waktu 
yang relative singkat 
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2. mencegah pelekatan sel-sel bakteri atau 
virus dari tempat pertumbuhan selama 
proses pengkulturan. 
3. menstimulasi kultur virus/bakteri sehingga 
sifat pemicu imunya bisa diaktifkan. 
human diploid cells ‘lahan’ untuk mengembang biakkan vaksin 
sorbitol, histidine, 
alanine, tricine, arginine 
Sebagai stabilisator 
 
3. Tinjauan Mashlahah Terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 
Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, 
kemanfaatan dan baerfaedah bagi kehidupan manusia. Asas kemaslahatan 
hidup mengnadung pengertian bahwa hubungan anatara manusia daoat 
dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan, bermanfaat serta 
berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangkan dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
Semua ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT bertujuan 
untuk menciptakan kemaslahtan bagi kehidupan manuisa. Begitu pula, 
dalam menciptkan suatu kemaslahatan pada dasaranya harus 
mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata untuk 
memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja dan berdasarkan hawa 
nafsu. Hal ini juga berlaku untuk MUI, dalam menetapkan hukum yang 
berupa fatwa harus berdasarkan kepada kemaslahtan umat.   
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Seperti yang kita ketahui, mengenai penggunaan  vaksin MR ini 
tidak ada dalil yang mengakui maupun menolaknya di dalam nash dan tidak 
ada penjelasan mengenai vaksin MR. Karena Vakisn MR merupakan 
sesuatu hal yang baru sehingga belum ada aturan yang mengaturnya di 
dalam hukum Islam. Maka untuk menjawab permalahan tersebut MUI 
menetapkan fatwa tentang vaksin MR yaitu Fatwa Nomor 33 tahun 2018. 
Fatwa ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia 
untuk melakukan vaksinasi MR, sehingga terhindar dari kemudharatan 
yaitu penyakit MR.  
Tentang persyaratan penggunaan mashlahah ini untuk dijadikan 
hujjah, di kalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi 
istilah maupun jumlahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam BAB 
II yang intinya bahwa mashlahah dapat dijadikan hujjah jika memenuhi 
beberapa persyaratan66: 
Pertama, yaitu Kemaslahtan itu hendaknya kemaslahtan yang 
memang tidak ada dalil yang menolaknya. Fatwa ini digunakan oleh 
masyarakat terutama umat Islam di Indonesia sebagai pedoman dan 
petunjuk untuk melakukan vaksinasi MR. Seperti yang diketahui 
sebelumnya bahwa pelaksanaan vaksinasi MR menuai pro dan kontra 
dikalangan masyarakat terdapat bahan yang berasal dari babi di dalamnya. 
Dan masyarakat meragukan akan keamanan serta hukuum penggunaannya 
                                                          
66 Romli, Studi Perbandingan Ushl…, hlm. 29. 
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karena mengandung bahan yang haram. Setlah diterbitkan Fatwa ini 
diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai 
hukum penggunaan vaksin MR, yang secara tidak langsung fatwa ini 
mengandung kemaslahatan yaitu terhindarnya dari penyakit MR yang dapat 
membahayakan jiwa dan keturunan.  
Namun, jika ditarik kedalam kasus penggunaan Vaksin MR ini, 
bahwa vaksin MR merupakan vaksin yang hukumnya haram karena 
mengandung bahan yang berasal dari babi di dalamnya dan umat Islam 
dilarang untuk mengkonsumsi babi seperti yang telah dijelaskan di dalam 
al-Qur’an. Namun hal ini berubah menjadi boleh karena kondisi 
darurat/keterpaksaan. Maka dari keadaan tersebut vaksin MR boleh 
digunakan samapai ditemukan vaksin yang halal dan suci sebagai upaya 
untuk menjaga jiwa dan keturunan. 
Syarat yang kedua yaitu mashlahah hendaklah maslahat yang dapat 
dipastikan. Dengan melakukan vaksinasi MR  maslahat yang utama dan 
pasti adalah terhindar dari penyakit MR, karena vaksin MR merupakan 
vaksin yang diperuntukan untuk menghindari penyakit MR. Jika terhindar 
dari penyakit MR maka jiwa dan keturunan akan terjaga, dan tidak akan 
menimbulkan wabah penyakit mengingat penyakit MR merupakan penyakit 
yang mudah menular melalui saluran pernafasan baik batuk maupun 
bersin.67 
                                                          
67 Halodoc, “Campak” dikuttip dari https://www.halodoc.com/kesehatan/campak 
diakes pada tanggal 17 Januari 2019 
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Yang ketiga, mashlahah bersifat umum atau untuk kepentingan 
orang banyak. Program pemerintah imunisasi MR adalah untuk kepentingan 
masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan. Hal ini diwajibkan karena 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penyakit MR merupakan penyakit 
yang mudah menular dan memiliki efek yang berbahya. Apabila seseorang 
terkena penyakit MR, maka 90% orang yang berinteraksi erat dengan 
penderita dapat tertular penyakit tersebut apabila mereka belum kebal 
terhadap campak-rubella.68 Kekebalan hanya dapat terbentuk jika sudah 
diimunisasi MR atau telah terinfeksi campak-rubella sebelumnya. Perintah 
wajib MR ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya 
menjaga kesehatan anak-anak dan masyarkat Indonesia., seperti tujuan dari 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasannya 
pemerintah mewajibkan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak 
serta memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.69 Jadi 
diadakannya vaksinasi MR menggunakan vaksin MR produk SII ini bukan 
berdasarkan kepada kepentingan seglintir orang saja, namun didasarakan 
kepada kemaslahatn umat dalam menjaga kesehatan jiwa dan keturunan 
mereka. 
                                                          
68Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9. 
69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan 
(Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Inodnesia Nomor 5063). 
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Syarat selanjutnya yaitu mashlahah dapat diterima secara akal. 
Terhindar dari penyakit yang membahyakan adalah suatu maslahat yang 
dapat diterima secara akal dan logis. Jika seseorang menolak melakukan 
vaksinais MR sama saja ia telah menjatuhkan diri kepada hal yang 
berbahaya yaitu penyakit MR. Dimana penyakit MR ini dapat menyebabkan 
yang dapat menyebabkan komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis 
dan bahkan dapat menyebabkan kematian dan infeksi rubella pada ibu 
hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi 
yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital 
(Congenital Rubella Syndrome/CRS).70 Walaupun harus menggunakan 
bahan yang haram namun kemaslahtan yang ditimbulkan jauh lebih besar 
daripada tidak melakukan vaksinasi MR. 
Syarat yang terakhir yaitu disepakati oleh orang Islam. Walaupun 
pada walnya banyak yang menentang tentang penggunaan vaksin MR 
produk dari SII ini, namun pada akhirnya banyak yang setuju setlah 
mengetahui lebih dalam tentang penyakit MR dan Vaksin MR melalui 
Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 ini. Fatwa MUI adalah fatwa yang 
dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan 
yang disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.71 Fatwa MUI oleh 
umat Islam di Indoensia dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui 
                                                          
70 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vakin 
Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi, hlm. 9. 
71 Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm. 72. 
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hukum sesuatu yang tidak diatur di dalam nash. Jadi Fatwa Nomor 33 Tahun 
2018 tersebut merupakan fatwa yang telah disetujui oleh dewan Komisi di 
dalam rapat komisi. Maka dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut disetujui 
oleh umat Islam di Indonesia dengan diwakili oleh persetujuan MUI dalam 
rapat tersebut, dan dijadikaanya fatwa ini sebagai pedoman oleh masyarkat 
Indonesia. 
Menurut penulis, kemaslahatan  manusia dapat tercapai apabila 
terealisasinya dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, karena kemaslahatan 
manusia yang merupakan maqasid al-syari’ah itu tidak terlepas dari tiga hal 
tersebut di atas. Pembagian tersebut didasarkan pada urutan pentingnya 
maslahat-maslahat tersebut, maslahat dharuriyat menempati urutan yang 
pertama dan maqasid al-syari’ah yang paling penting atau pokok yang 
berhubungan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 
benda; sehingga jika tidak terpenuhinya lima hal tersebut dapat 
mengakibatkan hancur serta rusaknya sendi kehidupan dan secara otomatis 
kenikmatan dan kemaslahatan yang ada akan hilang dan musnah dari 
manusia. Maslahat hajiyat menempati urutan kedua, ia merupakan 
kebutuhan skunder manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka 
tidak sampai menghancurkan sendi kehidupan manusia, tetapi dapat 
mengakibatkan manusia ke dalam kesukaran dan kesulitan yang 
menimbulkan beban berat bagi manusia itu sendiri. Maslahat tahsiniyat 
merupakan urutan ketiga, atau yang terakhir, karena ia hanya sebagai 
pelengkap. Jika maslahat ini tidak terpenuhi maka tidak akan hancur sendi 
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kehidupan dan juga tidak akan terjerumus dalam kesulitan; hanya saja ia 
kurang sempurna. Dalam mewujudkan kemaslahatan di atas, syara’ 
menetapkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:  
a. Kemadharatan harus dihilangkan;  
b. Tidak boleh menghilangkan kemadharatan dengan kemadharatan yang 
sama/yang lebih besar; 
c. Dalam keadaan darurat diperbolehkan hal-hal yang terlarang; 
d. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan;  
e. Segala kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. 
Berdasarkan prinsip prinsip yang telah disebutkan di atas, penulis 
menyimpulkan bahwa maslahat yang terkandung di dalam Fatwa MUI telah 
memenuhi syarat-syarat mashlahah menurut syara’. Karena dengan adanya 
Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 ini, secara tidak langsung telah 
menghilangkan kemadharatan yaitu penyakit MR. Fatwa MUI Nomor 33 
Tahun 2018 ini oleh masyarkat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan 
untuk melakukan vaksinasi MR. Seperti yang telah ditetapkan MUI di 
dalam fatwanya tersebut, bahwa penggunaan vaksin MR hukumnya mubah 
dengan alasan dlarurat dan belum ditemukannya vaksin yang halal dan suci. 
Dan di dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa vaksin MR ini aman 
digunakan karena telah mendapat rekomendasi dari WHO. Sehingga hal ini 
telah menjawab keraguan masyarakat selama ini mengenai vaksin MR 
tersebut. Karena selama ini sebagian masyarkat  menolak melakukan 
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vaksinasi MR untuk anaknya karena menganggap vakisn MR berbahaya 
dikarenakan berasal dari babi. 
Sebagaimana dijelaskan pada BAB III bahwa alasan dilakukannya 
vaksinasi MR  dari sudut medis ada tiga alasan. Pertama: meningkatkan 
kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella 
yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian, dan yang kedua: untuk 
memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella, ketiga: menurunkan 
angka kesakitan Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian 
CRS. Berdasarkan kaidah fiqih bahwa dalam keadaan terpaksa dibolehkan 
hal-hal yang dilarang dan apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka 
haruslah diperhatikan yang lebih besar madharatnya dan diambil mafsadat 
yang paling ringan untuk dikerjakan. 
Dalam hal ini apabila vaksinasi MR tidak dilaksnakan, 
dikhawatirkan anak-anak akan terjangkit penyakit MR dan akan 
mengancam keselamatan mereka, mengingat penyakit MR ini merupakan 
penyakit yang mudah menular dan sampai saat ini belum ditemukan 
obatnya. Maka dari itu dibolehkan mengonkumsi vaksin MR yang 
menganudng babi didalamnya. Keselamatan jiwa dan keturanan disini lebih  
diutamakan karena eksistensinya sudah jelas sesuai dengan kaidah “Dalam 
keadaan darurat diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang”. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan mengenai tinajuan maslahah  terhadap hukum 
penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi (analisis Fatwa MUI 
Nomor 33 Tahun 2018) yaitu: 
1. Istinbath hukum yang dilakukan MUI dalam fatwa MUI Nomor 33 Tahun 
2018  menggunakan pendekatan ijtihâd al-Istishlâhi. Kesimpulan yang 
didapat penulis yaitu MUI mengharamkna Vaksin MR Produk dar SII 
karena mengandung babi, dan menjatuhkan hukum mubah untuk 
penggunaanya karena kondisi dlarurat syar’iyyah. Maka melakukan 
vaksinasi MR merupakansenuah upaya preventif untuk menjaga jiwa dan 
keturunan walaupun mengandung bahan yang haram. Penggunaan vaksin 
MR ini dibatasi sesuai kadar kebutuhannya, setelah seseorang melakukan 
vaksinasi MR sesuai jadwal pemerintah maka hukum penggunaan vaksin 
MR kembali kepada hukum asal yaitu haram. 
2. Tinjauan mashlahah terhadap hukum penggunaan Vaksin MR Produk dari 
SII untuk Imunisasi yaitu dikategorikan kedalam maslahah daruriyat untuk 
menjaga jiwa dan keturunan. apabila tidak divaksinasi MR maka akan 
menyebabkan penyakit MR, yang dapat menyebabkan komplikasi yang 
serius, seperti diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), 
kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian, sedangkan Rubella biasanya 
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berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada 
trimester pertama atau awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau 
kecacatan pada bayi yang dilahirkan meliputi kelainan pada jantung, 
kerusakan jaringan otak, katarak, ketulian dan keterlambatan 
perkembangan. bahkan kematian pada seseorang. Jika anak-anak tidak 
diberikan vaksinasi MR, maka mereka rentan sekali terjangkit penyakit MR,  
hal ini dilakukan sebagai upaya preventif pencegahan penyakit tersebut. 
 
B. Saran-Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya, khusunya mahasiswa/I Perguruan Tinggi Islam 
untuk lebih meningkatkan penelitian di bidang sosial kesehatan yang masih 
banyak diperdebatkan di kalangan ahli maupun para ulama, sehingga bisa 
menambah kajian Islam terhadap bidang tersebut.  
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang tema yang sama, 
peneliti merekomedasikan untuk meneliti mengenai pro dan kontra terkait 
vaksin MR tersebut dikalngan para ulama, ormas, mazhab maupun yang 
lain.  
3. Hendaklah umat Islam dalam memahami hukum Islam dilakukan secara 
menyeluruh. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang parsial yang 
justru akan menyesatkan umat Islam itu sendiri.  
4. Pemerintah hendakkah memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna 
meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya imunisasi MR baik 
penyuluhan secara individu maupun secara masal. 
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5. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan 
mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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